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ABSTRAK 

Sigit P. Nugroho; 6505000967 ; Prog111m Studi Hukum Ekonomi; Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Restrukturisasi Utang 
dengan Pola Konversi Piutang Menjadi Saham, Study Kasus PT. Sekar Laut 
Tbk Vs PT. Bank BNI Tbk, Tesis, 115 Halaman. 

Restrukturisasi utang sebagai upaya untuk menyelesaikan 
kredit bermasalah tidak hanya rnerupakan masalah 
perbankan saja 1 akan tetapi sudah merupakan masalah 
nasional, sehingga perlu penanganan secara seksama dan 
penyelesaian secara konsepsional dan komprehensif 
berdasarkan k:etentuan hukum positif yang berlaku. 
Ketidakpastian hukum tampaknya semakin menjadi kendala 
bagi penyelesaian kredit bermasalah. Salah satu 
contohnya adalah kasus restrukturisasi ut·ang bermasalah 
pada PT. Bank BNI Tbk sebagai kreditor, dengan PT. Sekar 
Laut Tbk1 sebagai debitor. Untuk segera menyclesaikan 
masalah ini diperlukan langkah pemecahan yaitu 
restrukturisasi atau penyelesaian hutang yang 
menguntungkan semua pihak yang terkai t. Mengingat 
pentingnya masalah penyelesaian utang ini sebagai salah 
satu tujuan pengajuan PK?U maka penulis mencoba 
melakukan analisis terhadap alternatif penyelesaian 
utang melalui restrukturisasi utang rnelalui PKPU pacta 
Pengadilan Niaga, untuk mengetahui apakah 
restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang 
menjadi saham dapat diselesaikan melalui mekanisme PKPU 
dimaksud dan apakah diperlukan instrumen hukum berupa 
peraturan perundang-undangan yang lebih memadai yang 
dapat memberikan opsi yang lebih cepat 1 komprehensif 
serta memberi kepastian dan j ami nan hukum dalam 
penyelesaian utang dengan pola konversi piutanq menjadi 
saham. 
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ABSTRACTION 

Sigit P. Nugroho; 6505000967; Major Economics Law; Graduate Program Faculty 
of Law Universitas Indonesia; Loan Restructuring with Receivable Conversion to 
Stocks, Case Study PT Sekar Laut Tbk. vs PT Bank BNI Tbk, I 1 5 pages. 

Loan restructuring as a tool to settle Non~Performing Loan or NPL, which. is not 
only a banking issue but also a national issue, needs to be handled thoroughly and 
comprehensively based on the regular positive law practices. The Jaw uncertainty 
seems to be main problem of NPL settlements. One of the examples is the loan 
restructuring in PT Bank BNI Tbk as a craditor and PT Sekar Laut Tbk as a debitor. 
In order for an immediate settlement, restructuring or loan settlement that benefits 
all parties involved needs to be done. Looking at the importance of this matter as an 
objective of submitting PKPU. therefore the v.triter tries to do an analysis towards 
alternatives ofloan settlement through loan restructuring through PKPU in Business 
Court. in order to know whether or not stocks can be used as a PKPU mechanism 
mentioned and whether or not law instruments such as law enforcement can give 
quicker options~ more comprehensive as well as to give certainty and law guarantee 
in loan settlement with receivable conversion to stocks. 
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A, Latar belakang 

BAJH 
PENDAHULUAN 

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-sampai 

sekarang, mengakibatkan adanya krisis ekonomi, sosial. politik, budaya dan 

hukum. Krisis ini meruntuhkan rezim orde baru pada tahun 1997. Krisis 

diawali dengan rontoknya bisnis perbankan di Indonesia dengan 

dilikuidasinya bebernpa bank yang mengakibatkan banyaknya perusahaan 

yang tidak dapat menjalankan usaha, karena tidak adanya modal dan 

kepastian dalan berusaba. 

Dalam situasi ini, banyak pengusaha/perusahaan yang mengalami 

kegaga!an dalam pembayaran utang dikarenekan terganggunya perputaran 

uang karena banyaknya bank yang dilikuidasi. Banyak kreditor yang 

mengalami kesulitan likuiditas keuangannya karena milra bisnis atau debitor 

ddak mampu memenuhi kewajibannya. Para pelaku bisnis berusaha untuk 

menyelesaikan kesulitan tersebut dengan berbagai macam cara yang kadang 

tidak sesual dengan koridor hukum yang ada, seperti melakukan penagihan 

dengan kekerasan atau ancaman. Situasi krisis ini diperburuk dengan adanya 

krisis politik yang diik:uti krisis di bidang~bidang !ainnya. 

Dari banyak dan peliknya permasala.han, pemerintah Indonesia mulai 

mencoba mengurai permasalahan ini dengan memperbaiki semua sektor 

secara komprehensif. Untuk sektor hukum, Undang-undang Kepailitan 
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dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional. Undang~undang ini 

juga mengatur secara lebih rinci hak serta kewajiban dari kreditor dan 

debitor, sehingga memberikan rasa aman dalam berusahaJberbisnis. Dalam 

hal int. kredltor yang paling berkepentingan ada[ah lembaga pembiayaan 

atau perbankan. 

Salah satu persoalan penting dalam pemulihan perekonomian di 

Indonesia adalah perbaikan sektor perbankan sebagai intermediasi dalam 

dunia bisnis. Perbankan dalam fungsinya sebagai intermediasi sangat 

diperlukan oieh para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan akan 

dana/modal. Dana ini diperlukan unruk menunjang operasional pCrusahaan. 

untuk memenuhi kewajiban dengan kreditor dan untuk meningkatkan 

ekspansi usaha. 

Akibat krisis ekonomi, banyak pengusaha yang kesulitan dalam 

memenuhi kewajibannya. permasalahan ini biasanya dinegosiasikan dulu 

dengan debitor dan kreditor lainnya. Akan tetapi para kreditor itu selalu 

mencari cara yang lebih efektif dan etisien dalam menyelesaikan 

permasalahannya. Berbagai macam hal di!akukan scperti melalui lcmbaga 

arbitrasi yang disepakati atau ke Pengadilan. 

Salah satu perusahaan yang saat ini menghadapi masalah kesulitan 

dalam menyelesaikan utang adalah PT. Sekar Laut Tbk dengan salah satu 

kreditor PT. Bank BNI,Tbk yang pengurusan atau penagihan piutangnya 

diserahkan ke KP2LN Jakarta lll sesuai surat penyerahan nomor 

2 
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DKS/3/0143/R mnggal 14 Februari 2002 alas nama PT. Sekar Laut Tbk, 

yang prosesnya sudah sampai dalam tahap Lelang. 

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 

:081PKPUI200SIPN-Niaga Sby yang pada intinya mengesahkan 

permohonan PKPU antara PT. Sekar Laut Tbk dengan para kreditor dengan 

konversi utang menjadi modallsaham atau "Debt to equity swap". 

Dengan adanya putusan PKPU dimaksud, maka PT. Bank BN! Tbk 

qq KP2LN Jakarta HI akan merektruklurisasi utang PT. Sekar Laut, Tbk 

dengan pol a konversl piutang menjad i saham (debt to equity swap), 

Dengan mempertirnbangkan latar belakang pennasalahan tersebut di 

atas. Maka penulis membuat tulisan dengan judu[ "Restrukturisasi Utang 

Dengan Pola Konversi Piutang Menjadi Saham: Study Kasus PT. Sekar 

Laut TBK Vs PT. Bank BNI Tbk". 

B. Pennasalahan 

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut di atas. maka 

dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu: 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan PKPU yang dimohonkan PT. 

Sekar Laut Tbk di Pengadilan Niaga Surabaya? 

2. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi 

piutang menjadl saham yang disetujui dalam PKPU ? 

J 
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3, Adakah pennasalahan hukum dala:m pelaksanaan konversi piutang 

menjadi saham dimak..:;ud ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan ini dilakuan dengan tujuan, sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai mekanisme 

penyelesaian utang melalui restmkturisasi utang dengan pola konversi 

piutang menjadi saham dalam kasus PT. Sekar Laut, Tbk dengan PT. 

Bank BN!, Tbk. 

2. Tuj uan khusus 

a. Untuk mengetahui apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan 

PKPU yang diajukan ofeh PT. Sekar Laut, Thk di Pengadilan 

Niaga Surabaya. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rektrukturisasi utang 

dengan pola konversi piutang menjadi saham, sesuai dengan 

putusan PKPU. 

c. Untuk mengetahui masalah~masalah hukum yang timbul dalam 

pelaksanaan rektrukturisasi utang dengan pola k:onversi piulang 

menjadl saham. 

UniverSitas Indonesia 
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D. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan 

dengan kepailitan dan PKPU, penyelesalan utang piutang, konversi saham 

serta peraturan lain yang berkaitan dengan ha!~hal dimaksud,dengan 

pelaksanaan/penerapannya. Sehingga dikerahui sejauh mana ketentuan itu 

dapat diterapkan dalam kehidupanldunia bisnis di Indonesia, 

Metode penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder dan 

dllakukan dengan penelitian putusan pengadilan dan kepustakaan (library 

research). Untuk memperoleb data-data yang diperlukan guna penulisan ini 

maka digunakan kedua metode penelit!an, yaitu metode penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. 

Pengolahan dan anallsis data pada dasamya tergantung pada jenis 

datanya. bagi penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder, yang 

terdiri dati ; bahan hukum primer. bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum 

tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal 

dalam Umu hukum. Adapun bahan~bahan pustaka bidang hukum me[iputi : 

I. Bahan hukum primer, ya.itu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

yang mengikat seperti nonna dasar, peraturan perundang-undangan atau 

keputusan pengadllan. 

5 
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud 

disini adalah bah an hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan 

isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis 

disini adalah buku yang membahas mengenai kepailitan dan 

restrukturisasi, penulis juga menggunakan bahan-bahan mengenai 

perbankan dan hukum perusahaan. 

3. Bahan hulwm tertier. yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk 

maupun penje!asan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, 

Dalem kajian ini dipakai kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan 

masalah yang dikajL 

Untuk melcngkapi data-data yang dibutuhkan dalam pene!itian, 

Penulis melakukan berkomunikasi langsung dengan para pegawai atau 

pihak~pihak yang terkait dengan obyek penulisan t;;:sis inL 

E. Landasan Teori 

Sebagaimana telall dikemukakan di atas. bahwa penyelesaian utang 

dalam kaitannya dengan kredit macet yang terjadi di PT. Bank BNI Tbk yang 

saat ini dalarn pengurusan KP2LN Jakarta JH, namun dalam wakru yang 

bersamaan Debitor dalam hal ini PT. Sekar Laut Tbk mengajukan PKPU atas 

gugatan pailit yang diajukan oleh BNP Paribas. Sehingga apabila pengajuan 

PKPU dimaksud dlsetujut oleh kreditor dan disahkan oleb Pengadllan Niaga 

maka terhadap penyelesaian kewajiban PT. Sekar Laut Tbk harus 

6 
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diselesaikan sebagaimana skema yang telah diputuskan oleb pengadllan niaga 

karena keputusan pengadilan niaga mengikat semua pihak. 

Menurut Peter, aturnn main dalam bentuk perangkat peraturan hukum 

dl dalam keglatan bisnis meliputl 3 hal yaitu1
: 

1. Aturan hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadaan 

!embaga-lembaga yang mewadahi para bisnis dalam arena pasar 

(:mbstarrtive legal roles). 

2. Atu;an hukum yang mengatur perilaku (behavior) para pelaku bisnis 

dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis, 

3. Aturan hukum yang memungkinkan pelaku ketuar dari pasar. 

Pcngertian kepailitan sesuai pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan 

atau Fuillismenl Verordcning S. 1905-217 jo 1906-348, yaitu: 

"Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti 
membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan 
seseora.ng a.tau lebih berpiutang (kreditor}, dengan putusan hakim 
dinyatakan dalam keadaan pailit". 

lni a.ga.k berbeda pengertiannya dengan ketentuan yang baru yaitu 

dalm lampiran UU N0.4 Th. 1998 pasall ayat (I), yang menyebutkan: 

"Debitor yang mempunya1 dua atau leblh kreditor dan tidak 
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat 
ditagih, dinyarakan pailit dengan putusan Pengadilan yang 
bervvenang sebagaimana dlmaksud dalam pasa! 2, baik atas 
pennohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau 
lebih kreditomya.". 

1 Rahayu Hartini, Hulmm Kepailium, ceta!um kedua UMM Press Malang.2007, hal4: 
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Pengertian Kepailitan menurut UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 

<idalah : sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan 

dan pemberesannya dHakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim 

Pengawas sebagalmana dialur dalam Undang-Undang ini (pasal l ayat 

(1)). Pengertian pailit sebagairnana disebutkan dalam isi ayat (1) UUK 

No.4 TAhun 1998 tersebut dalam Undang~undang Kepailitan Nomor 37 

tahun 200:4 ini dimasukkan ke dalam bagiat~: satu yang mengatur tentang 

syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana dfatur Ualam pasal 

2 ayat (l) yang bunyinya sebagai bedkut: 

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik 
atas permohonannya sendiri maupun atas pennohonan satu atau 
lebih kreditomya". 

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan 

Pengadilan Nlaga setelah memenuhi pcrsyaratan di dalam pcngajuan 

pennohonannya. 

Keterbatasan pengetahuan perihal ilmu hokum khususnya hukum 

kepailitan yang berasal dari hukum asing, juga isttlah pai!it yang jarang 

sekali dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang 

lebih akrnb dengan hukum adatnya, istilah bangkrut lebih dikenal. 

Masyarakat desa tidak berpikir untuk memohon ke pengadilan agar 

dlrinya dinyatakan pailit. Para pedagang kecil jika sudah tidak dapat 

berdagang lagi, karena modalnya habis sehingga tidak dapal lagi 

membayar utang-utangnya, maka dapa:t di katakan bahwa: pedagang 
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dimaksud sudah bangkrut. Tidak demikian halnya bagi 

pengusaha!pedagang besar. pengertian mengenai kebangkrutan maupun 

pailit telab mereka ketahuL 

Menurut Sri Rejeki Hartono, lembaga kepaititan pada 

dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus2. yaitu: 

I. Kepailitan sebagai !embaga pemberi jaminan kepada kreditornya 

bahwa debitor tidak akan berbuat curang. dan tetap bertanggung 

jawab atas semua hutang,hutangnya kepada semua kreditor~ 

kreditomya. 

2. memberl perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan 

eksekusi masal oleh kreditor-kreditomya. 

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di 

atas maka esensi kepailitan secara slngkat dapat dikatakan sebagai sita 

umum atas harta kekayaan debitor diperoleh selama kepailitan 

berlangsung untuk kepentlngan semua kreditor yang pada waktu kreditor 

dinyatakan paHit mempunyai hutang. yang dilak:ukan dengan pengawasan 

pihak yang berwajib. Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah3
: 

I. Benda, tennasuk hewan yang benar-henar dibutuhkan oleh Debitor 

sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya. alat~alat medis 

yang digunakan untuk kesehatan,temapt tidur dan perlengkapannya 

yang dipergunakan oleh Debitor dan keluargannya, dan bahan 

2 R:thayu Hartini,ibidhal 15; 

J Indonesia, Undcng-rmdang Nv. 31 Tahun 200./ T(mtang A.'epaflilan tian PKPU, pasa! 22; 
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makanan untuk 30 hari bagi Debitor dan keluargannya yang terdapat 

d item pat itu. 

2. Semua hastl pendapatan debitor pailil selama kepailitan tersebut dari 

pekerjaan seudiri, gaj1 suatu jabatan/jasa, upah pensiun, uang 

tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh yang ditentukan oleh 

hakim pengawas. 

3. Uang yang diberikan kepada debltor pailit untuk memenuhi kewajiban 

pemberian nafkahnya menurut undang~undang. 

Apabila seorang debitor {yang berhutang) dalam kesulitan 

keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempub jalan 

untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan 

perdata kepada debitor ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas 

harta si debitor atau menempuh jala;~ Jain yailu kredi£or mengajukan 

pennohonan ke Pengadilan Niaga agar si debitor dinyatakan pailit. 

Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan 

perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi 

dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan 

plutang dari kreditor. kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak 

dilindungi kepentingannya. Ada!ah lain halnya apabila kreditcr-kreditor 

memohon agar Pengadilan Niaga menyatakan debitor pailit, maka dengan 

persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta 
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kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan 

sebeiumnya bila ada rnenjadi gugur. 

Dikatakan sita umum, karena sita tadi bukan untuk kepentingan 

seorang atau b:eberapa ontllg kreditot, melainkan untuk semua kredltor 

atau dengan kata Jain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang 

dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Hal lain yang perlu 

dimengerti bahwa kepaiJitan hanya mengenai harta benda debltor, bukan 

pribadinya, Jadi termohon pailit tetap cakap untuk melakukan perbua.tan 

bukum dtluar hukum kekayaan misalnya bak sebagai keluarga. hak yang 

timbul darf kedudukan sebagai orang toa, ibtl misalnya. Jadi demikian!ah 

sebenarnya esensi dari kepailltan. 

Ada bcberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepail itan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu menghindari adanya : 

L Perebutan harta debitor a!Jabi1a dalam waktu yang sama ada 

beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. 

2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya 

dengan menjual barang milik debitor tanpa memeperhatikan 

kepentingan debltor lainnya 

3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor atau 

debitor sendiri. 

Menurut Sutan Remi Sjahdeini4
, jaminan adalah suatu tanggungan 

yang diherikan oleh soorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor, 

4 S1.1tan Remy Sjahdeini, Hak Jaminan dan Kepailitan, yayasan pengembangan hukum 
bisnis, Jakorta, 2000,hal S; 
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untuk menjamin kewa.jibannya dalam suatu perikatan, Lembaga jaminan 

ini diberikan untuk kepentingan Kreditor guna menjamin dananya melalui 

suatu perikatan khusus yang bersifat asesor - acce.soir - dari perjanjian 

pokok - perjanjian kredit atau pembiayaa.n - oleh Debitor dengan 

Kreditor. 

Undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua 

Kreditor dan mengenai semua harta benda Debitor, demi kepentlngan 

Kreditor yang mengadakan perutangans. Keberadaan jaminan merupakan 

sarana perlindungan hagi keamanan Kreditor, yakni kepastian akan 

pelunasan utang Debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh deb1tor atau 

oleh penjamin debitor. Undang~undang dalam hal ini KUHPer, telah 

memberikan sarana perlindungan bagi para Kreditor, seperti tercantom 

dalam Pasal 1131, yang herbunyi, 

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di 
kemudian hari, rnenjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseoranga.n" . 

dan Pasal 1132 KUHPer yang berbunyi : 

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua 
orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda­
benda itu dibagi~bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut 
besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antata 
para berpiutang itu ada alasan"alasa:n yang sah untok didahulukan". 

~ Sri Soedewi Mashcoen Sofwan, Hukum Jamirran di lrrdanesia. Pofn:;k~pokok Hukltm 
Jaminon dan Jamir.on Perorangon, Liberty YGgyakarta 19$0,.ba144~ 
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Ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer tersebut. merupakan 

jamlnan secara umum atau jaminan yang timbul atau la.hir dari undang­

undang. Di sini, undang-undang memberikan perlindungan bagi semua 

Kreditor dalam kedudukan yang sama, atau di sini berlaku asas paritas 

creditorium, dimana pembayaran atau pelunasan utang para Kreditor 

dilakukan secara seimbang -ponds pOnds gewijs. Dengan demikian para 

Kreditor hanya berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren yang bersaing 

dalam pemenuhan piutangnya, kecuali apabila ada atasan yang 

memberikan kedudukan preforent droit de preference - kepada para 

Kreditor tersebut. Dalam KUHPer disebutkan bahwa kedudukan preferen 

ini dibertkan kepada Kreditor Pemegang Gadai dan Hipotik (Pasal 1131 

KUHPer). 

Kelemahan jaminan yang bersifut umum, sebagaimana terdapat 

dalam pasal 1131 dan pasal J 132 KUHPer di atas, dalam perjanjian 

pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang, adalah tidak 

rnemuaskan bagi Kreditor, karena kurang memberikan rasa aman dan 

jamlnan bagi pinjaman yang diberikan. Oleh sebab itu, Kreditor 

memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus 

sebagai jamlnan piutangnya dan ltu hanya berlaku bagi Kreditor tersebut. 

Dengan perkataan lain, Kreditor memerlukan adanya jaminan yang 

dil<.hususkan baginya. baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan. 

Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan 

antara Kreditor dengan Debitor atau pihak ketiga, yang dapat berupa 
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jamlnan yang bersi fat kebendaan a tau jaminan yang bersifat 

perseorangan6. 

Jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan kebendaan, adalah 

jarninan yang dimiliki oleh Kreditor berupa hak mutlak atas sesuatu benda 

tertentu milik Debitor. Jaminan kebendaan mempunyai clri-ciri7 
: 

1, Mempunyai hubungan langsung dengan bend a tertentu milik Debitor; 

2. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja; 

3. Mempunyai sifat droit de suite, atau selalu mengikuti bendanya; 

4. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; 

5. Dapat dlpindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain. 

Contoh jamimm kebendaan, adalah hipotik, hak tanggungan, gadai dan 

fidusia. Kelebihan dari jaminan kebendaan tersebut, adalah bahwa 

Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam meng:ambil pelunasan 

utangnya atas hasil penjualan benda tertentu milik Debitor, dimana pun 

benda tersebut berada. Hal ini sesuai dengar. :oifat droll de suite yang 

dimilikinya. 

Kelebihan lainnya, adalah jika jaminan kebendaan tersebut 

berbenturan dengan jamina.n perorangan, maka jaminan kebendaan itu 

memiliki prioritas untuk didahulukan. karena sesuai dengan asasnya hak 

kebendaan lebih kuat daripada hak perorangan, tidak peduli apakah hak 

6 Jbidhal45-46; 
' Satrio J, H~kum Jaminan, HaA-hak Jamir;an Kdendatm, Citra Aditya Sa.k![, Bandung 

1996, hal13~ 
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kebendaan tersebut teJjadinya lebih dulu atau lehih belakangan dari hak 

perorangan. 

Kelemahan jaminan kebendaan, adalah bahv.ra benda yang 

dijadikan jarninan haruslah benda yang dapat diperjualbelikan dan 

mempunyai nilai ekonomis umuk dijual. Art[nya jika ada suatu benda 

tertentu yang dapat diperjualbelikan tetapi sama sekali tidak mempunyai 

nilai jual secara ekonomis, maka benda tersebut tidak dapat dijadikan 

sebagai jaminan utang. 

Jaminan perorangan - borgJocht - atau personal guarantee8
, 

adalah jaminan bempa pemyataan kesanggupan yang diberikan oleb 

seorang pibak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban Debitor 

kepada Kreditor. jika Debitor yang bersangkutan cidera janji. Jaminan 

semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang sebagaimana 

Jiatur dalam pasal 1820 - 1850 KUHPer. Dalam perkembangannya, 

jaminan perorangan juga dipraktekan oleh perusahaan yang menjamin 

utang perusahaan yang lainnya. Jaminan seperti ini sering dlsebut sebagai 

corporate guarantee. 

Jamlnan peiorangan menimbulkan hubungan langsung pada 

perorangan tertenlu dan hanya dapat dipertahankan terhadap Debitor 

tertentu serta terhadap harta kekayaan Debitor seumumnya9
, 

8 Mariam Oarus Badrub.aman, Bebercpo Permasalahrm HJt!mm !fak Jamirtart, yayasan 
Pengembangan H1.1kurn Bi$nis, Jakarta, 2000, hal.ll; 

'9 Sri Soedewi masjchoen Sofwan, op.cir. hal 47; 
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Kelebihan jaminan perorangan, adalah behwa jaminan tersebut 

tidak membedakan mana piutang yang lebih dahulu tetjadi dan mana 

piutang yang terjadi kemudian, karena di dalam jaminan perorangan 

terkandung o:sas kesamaan. Semua piutang mempunyai kedudukan yang 

sama tcrhadap harta kekayaan Debitor. Kelebihan lainnya, adalah bahwa 

Kreditor merasa lebih terjamin karena mempunyai lebih dari seorang 

Debitor yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya. 

Ke[emahan jaminan perorangan, adalah jika benturan dengan 

jaminan kebendaan maka jaminan perorangan pasti dikalahkan~ karena 

yang memperoleh prioritas unruk didahulukan adalah jaminan kebendaan. 

Da!am pntktek perbankan, jaminan yang dllembagakan sebagai 

jaminan kebendaan adalah hipDtik, hak langgungan, gadai dan fidusia. 

Sedangkan jaminan perorangan diwujudkan dalam borgtocht- perjanjian 

penanggungan, perjanjian garansi, perutangan tanggungan menanggung 

dan sebagalnya, 

Setelah berJakunya Undang-undang Hak Tanggungan, hipotik atas 

tanah dan bend<t-benda ya!lg berada di atas tanah tidak berlaku lagi. 

Hipotik hanya berlaku bagi kapal Laut yang berukuran paling sedikit 20 

ton isi kotor, dan pesawat terbang yang telah mempunyai tanda 

pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Hipotik atas kapat Laut diatur 

dalam pasal 314 Kltab Undang-undang Hukum Dagang ~ KUHD- dan 

Pasal 49 ayat (I) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan. 
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Dengan demikian, hak-hak jamlnan yang dewasa ini terdapat 

dalam sistem hukum posltif di Indonesia adalah : 

I. Hak Tanggungan, sebagaimao dlatur dalam Uodang-undang Nom or 4 

Tahun 1996 Tantang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda­

Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, 

2. Hipotik, sebagaiman diatur dalam Pasal314 KUHD, Pasal49 ayat (I) 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, bagi 

hipotik kapal, dan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 

l992 tentang Penerbangan 1 bagi hipotik pesawat terbang. 

3. Gadai, sebagaimana diator dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 

1160 KUHPer. 

4, Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tafmn 

1999 tentang Jamlnan Fidusia 

5. Jaminan pribadi - bargtochl - atau personal guarantee sebagaimana 

diatur dalam Pa'>nl 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPer. 

Kredit yang disalurkan oleh Jembaga perbartkan atau Kreditor 

tidak selamanya berjaian mulus, yakni dikembalikan atau dibayar lunas 

oleh Debitor sesuai dengan jumiah dan waktu yang diperjanjlkan. Dalam 

praktek, seringkali terjadi Debitor tidak dapat mengembalikan fasilitas 

kredit yang diterimanya, karena bcrbagai macam alasan, seperti : adanya 

masaiah operasional perusahaan, terjadinya mis--management, 

ketidakjujuran dalam mengelola kegiatan usahanya dan lain sebagalnya. 
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Jika Debitor tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena 

keadaan memaksa, rnaka Debitor dianggap melakukan cldera janji atau 

wanprestasi. Subekti~ merumuskan em pat bentuk wanprestasi dari seorang 

Debitor, yakni 10: 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang disanggupinya, tetapi tidak sebagaimana 

dljanjikan; 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tldak boleh dilakukannya. 

Sementara itu, Setiawan. menyebutkan ada tiga bentuk wanprestasi, 

. " yattu : 

a. Tidak memenuhi preslasi; 

b. Terlambat memenuhi prestasi; 

c. Mcmenuhi prestasi secara tidak baik. 

Menurut Pasal 20 juncto Pasal 6 Undang-undang Hak 

Tanggungan. Undang~undang Nomor 4 Tahun 1996~ apabiia Debitor 

wanprestasi atau cidera janji. ada dua langkah yang dapat ditempuh oleh 

pihak Kreditor untuk mengatasi kondisi wanprestasi tersebut 

Pertama, Kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan Hak Pertama 

dapat menjual obyek Hak Tanggungan "atas kekuasaan sendiri•• melalui 

pelelangan umum~ dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut. Artinya, penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut 

10 R.Subekti, Hukum Perikaran, Putra Abardi11, Bandung, 1999, hal. IE; 
11 Setiawan, Pokok-pokok Perikaran, Putra: Abardin, Bandung, ! 999, ha1.18; 

18 
Universitas Indonesia 

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH UI, 2008



melalui pelelangan umum dilakukan tanpa memerlukan persetujuan 

terlebih rlahulu dari Debitor selaku Pemegang Hak Tanggungan. 

Kedua, atas dasar "Iitle eksekutoriaf' yang terdapat dalam 

Sertifikat Hak Tanggungan, Kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan, 

dapat menjual abyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum, menurut 

tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

beriaku, untuk pelunasan piutangnya dengan "hak mendahulu" dari pa:da 

Kreditor lainnya. Artinya, Sertifikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai 

kekuatan eksekotorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

mernperoleh kekuatan hukurn retap. 

F. Kerangka Konsepsional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterprestasikan 

pengertian-pengertian yang digunakan datam penulisan ini, sekal1gus 

untuk mempedelas dan mempennudah pemahamau, berikut ini beberapa 

istilah yang mungkin sering rnuncul. yaitu : 

Kepailitanu1 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor 

Pailit yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan 

Hakim Pengawas sebagal mana yang diatur dalam undang~undang 

kepailitan. 

1: Indonesia, Undcmg~undang Nemer 37 Tahrm 2004 Tentang Kepaililan dan PKP(}, Bab I 
Kdeotuan Umum; 
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Kreditoru, adalah orang yang mempunyai plutang karena 

perjanjian atau lJndang-undang yang dapat dltagih dimuka pengadi!an. 

Debitor1
\ adalall orang yang mempunyai utang karena karena 

perjanjian atau Undang~undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan, 

Utang15 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 

dalam jurnlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, 

baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau 

kontujen. yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang 

wajib dipenuhi oleh Debitor dan b:ila tidak dipenubi memberi hak kepada 

kre<lltor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. 

Hakim Pcngawas 1
", adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan 

dalam putusan patlit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran 

utang. 

G. Asumsi/Hipotesa 

Dalam penelitian tm asumsi yang dapat dikemukakan penulis. 

adalah sebagai berikut : 

1. Dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan, perusahaan 

yang dlpailitan dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang kepada para kreditor melalui penetapan pengadilan nlaga. 

P Ibid: 
14 ibid; 
I~ ibid; 
~~Ibid: 
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2. Perusahaan atau debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dalam 

bentuk apapun kepada para kreditor sebaga! bentuk upaya 

penyeiesaian kewajiban perusahaan. 

H. Sistematika Pe.nulisan 

Dalam rangka menyajikan uraian yang sisternatis berkenaan 

dengan penelitian yang di!akuk.an, penulis mencoba menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut. 

Pada Bab 1, yakni bab pendahuluan, diuraiktm secara ringkas 

mengenai Jatar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode 

penelitian, asurnsi, landasan reori dan sistematika penu!isan. 

Pada Bab H, disajikan secara normative mengenat pengertian 

restrukturisasi, pola restrukturisasi utang. dan beberapa permasalahan 

dalam restrukturisasi utang. 

Pada Bab IH, mengenai PKPU yang dimohonkan da.ri PT. Sekar 

Laut Tbk diuraikan yang terkait dengan PKPU. tujuan PKPU, dan 

Kelebihan dan kekurangan PKPU. 

Pada Bab IV, mengenai konversi piutang PT. Bank BNI tbk 

menjadi saham dalam PT. Sekar Laut Tbk. keputusan PKPU untuk 

Restrukturisasi Utang, pelaksanaan k.onversi piutang menjadi saham, 

Aspek perpajakan dalam Konversi Piutang Menjadi Saham dan kendala­

kendala dalam pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Sa:ham. 

Pada Bab terakhir, yakni Bab V penulis menyusun beberapa 

kesimpulan, dengan berdasarkan dari permasalahan yang ada dengan 
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memperhatikan analisa proses restrukturisasi utang dengan po\a Konversi 

Piutang Menjadi saham sesuai keputusan PKPU sebagaimana diuraikan 

dalam Bab IV, dan dengan memperhatikan pula uraian-uraian pada bah­

bah sebelumnya. 
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A. Pengertian 

BABII 
RESTRUKTURISASI UTANG 

Arti kata restrukturisasi dari sudut pandang gramatikal berasal dar! 

dua kata yang merupakan rangkaian satu sama lainnya., yaitu : Re, yang 

memHiki arti kembali atau ulang, dan struktur. yang memiliki arti bentuk atau 

tata maupun pondasi17
• Apabila dirangkaikan, maka kedua kata tersebut 

rnenjadi merniliki arti menata kembali bentuk atau pondasi yang telah ada 

menjadi bentuk atau pondasi yang baru. 

Restrukturisasi lebih merupakan suatu penyelamatan dari 

pada corrective action18
• Restrukturisasi terpaksa dilakukan untuk 

menghindari kerugian yang lebih besar dan menjaga agar piutang dapat tetap 

ditagih dan selesai. 

Reslrukturisasi Utanglkredit19 adalah tenninologi keuangan yang 

banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan 

yang dilaknkan dalam kegiatan perkreditan terbadap debitor yang mengalami 

kesutitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan 

antara lain melalui: 

17 Peter Salim dan Yani Sa!im, Kamus Bahasa Indonesia Komemporer, (Jakarta: Modern English 
Press, 1991).hal.876; 

18 A corrective action is a change implemented to address a weakness idenlified in a management 
system. Normally corrective aclions are instigated in response ro a customer c(lmp/aint, abnormal levels if 
internal nonconformity. nonconfarmiries identified during an internal audit or adverse or unstable trends 
in produ{;/ and process monitoring such as would be identified by SPC. http :lien. wikipedia.org, diakses 
tangga13 Juti 2008. 

1
"' http:/fld.wikipedia.orgtwiki!Restruktllrisasi_kre:dit, diakses tanggal 29 juni 2{)08: 
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1. penurunan suku bunga; 

2. perpanjanganjangka waktu kredit; 

3. pengurangan tunggakan·bunga kredit; 

4. pengurangan tunggakan pokok kredit: 

5. penambahan fasilitas kredit ; 

6. konversi !credit menjadi penyertaan modal sementara 

Pengertian kredit dalam pasal I angka (I I) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Talmo 1992 

tentang Perbankan, adalah : 

"Kredit adalah penyedjaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan plnjarn rneminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewdjibkan pihak peminjam untuk 

melunasi uta11gnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

Sedangkan ketentuan Pasal 7 c Undang-undang Nomor I 0 tahun 1998 

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun l992 tentang Perbankan11
, 

menyebutkan bahwa: 

"Bank umum dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara 

untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 

bardasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 

23 indonesia, Undang-undang No.IO tahun 1998 ten!ang Perutmhan atas. Undang-undang No.7 tahun 
1992 tentang Perbar~kan, pasall; 

21 Ibid; 
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penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia". 

Pada penjelasan Pasal 7 c tersebut di ztas mengutarakan hahwa Pokok-

pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank lndones:ia memuat antara lain: 

1 . Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dan konversi kegagalan 

kredit atau kegagalan pembiayan berdasarkan Prinsip Syariab pada 

perusahaan bersangkutan; 

2. Persyaratan kegagalml kredit alau kegagalan pembiayaan berdasarkan 

Prinsip syariab yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal; 

3. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila22 
: 

a) Telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau 

b) Perusahaan telab memperoleh laba; 

4 . Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank, 

apabiladalamjangka waktu paling lama 5 (lima) tabun, hank belum berbasil 

menarik penyertaannya; 

5. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara 

oleh bank. 

Maka dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, konversi piutang 

menjadi penyertaan modal sernentara pada perusahaan debitur yang berbentuk 

Perseroan Terbatas harus dilihat ketentuan yeng ada dalam Undang-undang 

12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBl/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian 
Kualitas Aktiva Bank BUMN. pasal65; 
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Nomor 40 Talmn 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 35, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

I. Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap 

perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi 

kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilanya, kecuali 

distujui RUPS. 

2. Hak tagih atas Perseroan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) yang 

dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih alas tagihan 

terhadap Perseroan yang timbul karena : 

a) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau 

benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; 

b) Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah 

mcmbayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; 

c) Perseroan rnenjadi penanggung atau penja.mjn utang pihak ketiga dan 

Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat 

dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung seca.ra nyata 

telah diterirna Perseroan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk·bentuk 

Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, 

menetapkan bentuk tagihan yang dapat dikompensasikan menjadi setoran modal 

adalah setkp bentuk tagihan terhadap perseroan yang timbul karena ": 

13 Peraturan Pemer1ntah Nomor 15 tahun 1999, pasal 1: 
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1. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda 

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; 

2. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak,dimana 

perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang; 

3. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah 

melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan. 

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur bahwa bentuk 

tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan dengan kewajiban 

penyetoran atas harga saham perseroan yang diambil oleh -pihak yang __ 

mempunyai tagihan pada perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa Saham 

Kompensasi yang dimaksud dalam PP tersebut adalah saham-saham barn yang 

akan dikeluarkan oieh perseroan, dan bukanlah saham yang telah ada. 

Sedangkan mengenai kompensasi dari konversi saham tersebut dapat 

diketahui dari Pasal 2 ayat 2 PP 15/1999 yang menyatakan bahwa kompensasi 

atas bentuk tagihan tertentu menjadi saham hanya dapat dilakukan: 

I. Berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan 

persetujuan Rapat umum Pemegang Saham; atau Berdasarkan persetujuan 

Rapat Umum Pemegang Saham. 

2. Pasal 3 PP 15/1999, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

kepentingan kompensasi ini adalah sah apabila diambil sesuai ketentuan 

pasal75 Undang-undang no. I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang 

sudah diubah dengan Undang-undang No 40 Tahun 2007 pasal 88 
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Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Keputusan rapat umum pemegang 

saham untuk merubah anggarsn dasar adalah sah apabila dihadiri oleh 

pemegang sabam yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 

2/3 darijumlah suara tersebut 

Pasal 2 dan 3 tersebut di atas dapat disimpu!kan bahwa benmk 

tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perusahaan debitur dengan 

kewajiban penyetoran atas harga sabam baru perusahaan debitur sebagai 

saharn kompensasi, yang diambil bagian oleh Pihak Kreditor atau pihak 

yang mempunyai tagihan kepada perusahaan debitur, 

Apabila penyertaan mndal/saham telah melebibi jangka Wllktu 5 

tahun maka wajib dihapusbukukan dari neraca bank. Hal-hallain yang perlu 

mendapat perhatian dalam proses konversi kredit menjadi saham adalah 

penyesuaian Anggaran dasar Persetujuan RUPS untuk: 

1 . Melaksanakan kompensasi atas tagihan menjadi saham kompensasi. 

2 . Mengeluarkan saham baru dari portepel perusahaan unmk diambil 

bagian oleh kreditor. 

Merubah anggaran dasar khususnya struktur pennndalan. RUPS 

harus dihadiri minimal 213 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara yang sah dan disetujui minimal oleh 2/3 dari jumlah tersebut 

Persetujuan dari para kreditor lainnya24
. Merupakan salah satu hal yang 

harus dilakukan untuk meminlmalkan risiko kemungkinan terdapat kreditor 

lain yang tidak menyetujui restrukturisasi utang dengan konversi dalam 

H Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tenlang Perseroan Terbatas, Pasa! 88; 
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bentuk saham, sehingga ada kemungkinan pula !creditor lain yang dengan 

dilakukan restrukturisasi tidak rnemparoleh pembayaran dari debitur dan 

kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan kepailitan sehingga hal ini 

dapat menimbulkan risiko kerugian bagi Bank, apabila di kemudian hari 

restrukturisasi dibatalkan oleh lernbaga peradilan. 

Dengan penyertaan yang dilakukan oleh !creditor ke perusahaan dan 

debitur maka untuk memberi keamanan atas usaha serta sumber pembayaran 

maka krediror harus dapat rnelakukan pangendalian parusahaan yaitu 

dengan rnelakukan panguasaan rnayoritas saham dengan jumlah minimal 

75%. Selain kepemilikan saharn kreditor sekaligus. masuk dalarn 

kepengurusan dari perosahaan dan dalam hal ini kreditor harus mempunyai 

kapasitas untuk dapat mengelola usaha dan perusahaan debitur. 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 712/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas 

Aktiva Bank BUMN, yang telah diu bah dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 99/6/PBII2007 tentang perubahan Kedua Alas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, kualitas kredit 

digolongkan menjadi lancar, dalarn perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan atau macet25 . 

1s Peraturan Bank Indonesia Nomar 7/2/PB!/2005 1anggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian 
Kualilas Aktiva Bank BUMN, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 99/6/PBI/2007 
lentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7t:l/P8112005 tanggal 20 Januari 
2005,pasal 12 ayat 3 (tiga): 

29 
Universitas lndonesfa 

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH UI, 2008



Kredit Bermasalah adalah keadaan debitor yang memberi indika.si 

potensial bahwa sebagian ataupun selurah kewajiban rldak mampu untuk 

dilunasi. 

Beberapa faktor yang menyebabkan kredit menjadi bennasalah 

antara lain : 

l,. Faktor intern, faktor ini meliputi dua sisi, pertama sisi debitor. seperti 

masa!ah operasional usaha, kecurangan dan atau ketidak jujuran debitor 

dan penyalahgunaan kredit (morol hazard debitor). Kedua sisi bank, 

seperti kesalahan petugas bank dalam melakukan analisis kredit, moral 

hazard pegawai bank, lemahnya pembinaan dan kurangnya pengawasan. 

2. Faktor ekstern sepertiforce majeure dan perubahan lingkW1gan ekstem 

lainnya, antara lain : kondisl politik, sosial masyarakat. inflasi. dan 

sebagainya. 

Sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Perbankan dalam 

hal ini PT.Bank BNl, Tbk hanya dapat dilakukan terhadap debitor yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut6: 

a. debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; 

dan 

b. debitor memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memerrubi 

kewajiban setelah kredit direstruktwisasi. 

"'' Jbid,pasal 51; 
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Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Perbankan dilarang 

melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk 

menghindari27
: 

a. penwunan penggolongan kualitas kredit 

b. peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PP A) 

c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual 

Berdasarkan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan tPSAK) 

Nomor 54 restrukturisasi utang piutang ini mencakup. namun tldak 

terbatas pada, satu atau iebih kombinasi berikut 28
: 

a. Transfer asset terhadap real estate, piutang pada pihak ketiga atau 

asset lain dari l'enanggung Utang kepada kreditor untuk memenuhi 

sebagiau/seluruh utang piutang (termasuk transfer sebagai akibat dori 

kepemilikan kembali atau sitajaminan). 

b. Penerbitan saham baru atau penyertaan saham Penanggung Utang 

untuk memenuhi sebagian atau seluruh utang piutang, kecuali jika 

saharn diberikan dalam rangka pemenuhan persyaratan yang telah 

ditetapkan sebelumnya untuk pengubahan utang piutang menjadi 

pemberian saham {misalnya penukaran obligasi konversi). 

c. Modifikasi syarat-syarat utang piutang, seperti satu/lebih kombinasi 

berikut: 

~' lhir;pasal 52; 
u lkaten Akuntan Indonesia. Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 54. "Akuntansi 

Resuuf.IJJrisa'ii Utanf! Ptulanf'! Bermasalah''. Jakarta: PT Salemba Empat. 2002: 
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l) Pengurangan tingkat bunga untuk sisa masa utang. 

2) Perpanjangan jangka waktu pelunasan/ pengunduran tanggal jatuh 

tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga 

yang berlaku di pasar untuk utang barn dengan risiko yang sama. 

3) Pengurangan (absolut atau kontinjen) jumlah pokokljumlah yang 

barns dibayar pada saat jatuh tempo utang piulllng sebagaimana 

yang tecantum dalam instrumen utang piutangldokumen 

perjanjian. 

4) Pengurangan {absolut atau kantinjen) bunga yang terutang"'. 

Kreditor pada umumnya lebih menyukai perpanjangan waktu 

karena pembayaran dapat diharapkan diterima penuh. Dalam beberapa 

hal, kreditor tMak saja menyetujui perpanjangan waktu tetapi bersedia 

tagihannya disubordinasikan (tingkat klaim menjadi lebih rendah). 

Dalam kondisi ini kreditor harus mempunyai lingkat keyakinan bahwa 

Penanggung Utang dapat mengatasi masalahnya. 

Pada dasamya masalah terbesar dalam menyelesaiakan utang 

adalah ketidaksediaan debitor unu1k melunasi atau ketidak-sanggupan 

debitor untuk memperoleh pendapatan unluk membayar utang yang 

telah disepakati. 

Hal tersebut di atas dijelaskan oleh Edward W. Reed dan 

Edward K. Gi11,30
, menyatakan bahwa: 

l~ Jkatan Akunran lndonesia. Ibid; 
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"Ketidak-sediaan untuk membayar naik-turun dengan 

keberuntungan ekonomi s.ebagai peminjam. Dalam masa cerah, 

keinginan untuk membayar pinjaman lebih besar dari masa 

sulit. Ketidak inginan membayar pinjaman erat kaitannya 

dengan depresi ekonomi, masa penganggura.n dan penurunan 

laba. Dalam saat seperti itulah sifat k.redit menjadi semakin 

penting. Sifat pemberi pinjaman yang kejarn menerkam 

mangsanya pada rnasa sulit ini, dan dalam rnasa sulit inilah 

pemberi pinjaman, seha:rusnya bertindak sebagai penyelarnat. 

Tapi kelihatannya bahwa alasan utarna adanya pinjaman 

barrnasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidak • 

mampuan peminjam untuk mewujudkan pendapa:tan dari 

kegiatan bisnis yang nonna(, kesempatan kerja dan penjualan 

hartanya". 

B. Pola Restrukturisasi Utang 

Dari beberapa persetujuan restrukturisasi utang yang dilakukan oleh 

kreditor dan debitomya terdapat beberapa pola yang lazim dilakukan. hal ini 

sesuai dengan Sural Edaran Bank Indonesia No. 26/411993 tanggal 29 Mei 

!993 yaitu tentang pengaturan penyelamatan kredit bannasalah sebelurn 

diselesaikan melalui lembaga hukum. Adapun pola penyelesaian utang 

tersebut antara lain penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 

){!Dr. Johanes Jbrahim,SH,MH., Cross default & Cross Collateral. sebagai upaya penyelesai'an 
kredU mace!, eel. I apri12004.PT. Reflka Adifama, Bandung, hal 109; 
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(reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Adapaun secara lebih 

rinci pola restrukturisasi dimaksud adalah sebagai berikut: 

!. Penjadwalan Kembali (Resc/redulling) yaitu perubahan syarat kredit 

yang hanya menyangkut jadwal pambayaran dan/atau jangka waktunya. 

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberikan 

kelonggaran kepada debitor untuk membayar utangnya yang telah jatub 

tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila 

pelunasan kredit dilakukan dengan cam mengangsur, dapat juga bank 

menyusun jadwal baru angsuran kredit untuk meringankan kewajiban 

debitor dalam melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap 

angsuran dapat diselesaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan 

(cash ending balance} debitor tiap akhir tahapan masa proyeksi arus kas, 

Dengan demikian diharapkan debitor mampu melunasi krcdit yang 

tertunggak tanpa haros mengorbankan kelancaran operasi bisnis 

perusahaan mereka Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan 

kemhaii pelunasan kredit terutama dilakukan apahila debitor tidak dapat 

melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo, 

namun dad hasH evaluasi bank rnengetahui bahwa proyek kondisi 

keuangan debitor di masa depan lidak rnengkhawatirkan, dengan 

perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi debitor sifatnya hanya 

semen tara. 

2. Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas pada perubahan 
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sebagian atau selurub syarat kredi~ yang tidak terbatas pada parubahan 

jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang 

tidak menyangkut penambahan !credit atau tanpa melakukan konvcrsi a.tas 

se!uruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan31
. Berbagai cara 

mengubah persyaratan adalah sebagai beriku2z: 

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok; 

b. PenWldaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal 

penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya 

hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok 

pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa~ 

c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dirnaksudkan agar 

lebih meringankan beban nasabah. Sehagai contoh jika bungan 

pertahun sebelumnya dibebanY..an 20% diturnkaan menjadi 18%. 

Hal ini tergantung dari pertimbangan Bank yang bersangkutan. 

Penurunan suku bunga akan mempangarubi jumlah angsuran yang 

semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu 

meringankan nasabah; 

d. Pembebasan bunga; 

e. Dalwn pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabab dengan 

pertimbangan nasabah sudab mampu lagi membayar kradit 

tersebut Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewaj iban untuk 

membayar pokok pinjamannya sampai luna'i; 

Sl Hennansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. edisi revisi cet 4. Jakarta kencana, 200S: 
l1' Dr. Johaneslbrahim,SH,MH .• op.cit, hall17; 
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3. Penalaan Kembali (Restructuring). yaitu penataan kembali persyaratan 

kredit yang me!iputi : 

a, penambahan dana bank dan/atau; 

b. konversi selumh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok 

kredit baru; dan/atau 

c. konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi . penyertaan 

dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan 

kembali dan/atau persyaratan kern bali. 

Tujuan utama dari penataan kembali persyaratan kredit adalah 

memperkuat posisi tawar menawar bank dengan debitor dengan cara 

mengubah syarat pengadaan jarninan krediL Dalarn rangka penataan 

kembali pe<syaratan kredit itu, isi perjanjian kredit ditinjau kembali dan 

bila perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelarnatan 

kredil ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali 

pelunasan kredit. 

Dalam hal kredit yang rnacet tersebut tidak mungkin diselamatkan 

menjadi lancar kembali melalui upaya·upaya penyelamatan kredit. maka 

bank akan melakuknn tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan 

terhadap k:redit macet tersebut. Penyelesaian atau penagihan kredit 

tersebut dapat dilakukan dengan cara menagih langsung kepada debitor 

atau penjamin utang atau dapat pula dengan cara mengeksekusi agunan 

yang dijadikan jarninan. 
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Sedangkan Mlll1ir Fuady menyatakan bahwa biasanya program-

program restrukturisasi utang terdiri dari33 
: 

I. Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah 

jatuh tempo; 

2. Haircut, merupakan pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan 

bunga; 

3. Pengurangan tingkat suku blll1ga; 

4. Perpanjanganjangka waktu pelunasan; 

5. konversi utang kepada saham; 

6. Debt forgiveness (pembebasan utang); 

7. Bailout. yakni pengarnbilalihan utang-utang, misalnya 

pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah; 

8. Write Off. yakni pengbapusbukuan utang-utang. 

Dengan melihat beberapa pola sebagaimana tersebut di atas, maka 

dalam rangka memutuskan pola apa yang akan diputuskan, Perbankan 

biasanya menggunakan beberapa pendekatan yang biasa dilakukan dalam 

upaya penyelamatan utang/kreditnya, yaitu dengan analisis kebijakan 

restrukturisasi adalah secara kuantitatif dan secara kualitatif~ antara lain 

sebagai berikut'': 

33 Hadl Shubhan, Hukum Kepailitan. Cetakan I, Jakarta : Keocana,2008)lal i 50; 
HTriyooo Ulorno, Ana/isis Kvantitatif dan Kualiratif, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 8, 4 

Desember 2004; 
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1 , analisls kebijakan restrukturisasl secara kuantitatif, yang meliputi 

analisis rasio keuangan, analisis sumher dan penggunaaan kasj dan 

anallsis prediksi kesulitan keuangan (financial distress}. Daiam 

analisis ini digunakan tiga metode analisis yaitu analisis raslo 

keuangan., analisis sumber dan penggunaan kas serta analisis prediksi 

kesulitan keuangan (financial distress). 

a). Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menganalisis kondisi dan kinerja suatu 

perusahaan maka diperlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering 

digunakan dalam analisis laporan keuangan perusahaan adalab 

rasio. Analisis rasio keuangan yang dil:akukan terhadap suatu 

perusahaan akan membantu memberi pemahaman atas kondisi dan 

perkembangan kinetja perusahaan yang dianalisis. 

Analisis rasio keuangan suaru perusahaan Uiltuk satu 

periode tertentu saja tidak akan memberikan manfaat yang berarti. 

Oleh karena itu, ana1isis rasio hanya alum memberi rnanfaat 

apabila diperbandingkan dengan standar tertentu. Analisis rasio 

keuangan pada dasamya dapal dilakukan dengan dua macam 

perbandingan, yaitu: 

1 ). Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio­

rasio dari waktu-waktu yang lalu (historis ralio) atau dengan 

rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan 

datang dari perusahaan yang sama. 
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2). Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan 

rasio~rasio semacam dari perusahaan lain Sejenis atau industri 

untuk waktu yang sama". 

Dalarn melakukan analisis rasio keuangan. Bambang Riyanto 

(1997) mengelompokkan rasio-rasio keuangan menjadi empat 

kelompok yaitu: rasio Iikuiditas. rasio leverage, rasio aktivitas dan 

rasio profitabilitas. Keernpat kelompok rasio tersebut diuraikan 

sebagai berikut : 

1). Rasio Iikulditas" 

Likuiditas perusahaan menggarnbarkan kemampuan 

perusahaan daJam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, Untuk 

mengukur likuiditas perusahaan biasanya digunakan rasio-rasio 

sebagai berikut: 

a) Current ratio = current assets : current liabilities 
b) Quick ratio = (current assets - in:ventary) current 

liabilities 
c) Cash ratio = cash : current liabilities 
d) Net working capital = current assets - current liabilities 

2). Rasio leverage (rasio solvabilitas)37 

Solva.bilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan 

suatu petusahaan untuk memenuhi segala kewajiban keuangannya 

Js Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, edisi ke-4 (Yogyakarta: BPFE, 
1997), hat 329; 

36 Bambang Riyanto,/bid, haL 332; 
JT Bambang Riyanto,lbid, hal. 333; 
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apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan. Untuk mengukur 

solvabHitas perusahaan biasanya digunakan rasio-rasio sebagai 

berikut: 

a) Total debt to totaf assets ratio = total debr: total assets 

b) Total debt to total equity ratio ~total debt: toto/ equity 

c) Times interesl earned ratio ""' EBIT: interest 

3). Rasio profitabilitas (rasio keuntungan)" 

Profitabilitas menunjukkan kernampuan perusahaan 

Wltuk menghasiikan keuntungan. Rasio ini biasanya juga 

dihubungkan dengan rasio return on investment yaitu rasio yang 

mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh 

perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan rnaupun dengan menggunakan dana yang berasal 

dari pemilik. Untuk mengukur profitabilitas perusahaan biasanya 

digunakan rasio-ra.sio sebagai berlkut: 

a) Net profit margin = net income .· net sales 
b) Gross profit margin ~ (sales-COGS) : net sales 

c) Operating income margin = EBIT: net sales 

d) Return on assets = net income : total assets 

e) Return on equity = net income : total equity 

4). Rasio aktMtas" 

Rasio·rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan 

efektifitas penggunaan aktiva perusahaan. Untuk mengukur 

"
8 Bambang Riyanto,/bid, haL 334; 

39 Bambang Rlyanto.lhid, bal. 335; 
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efektivitas perusahaan biasanya digunakan rasio-rasio sebagai 

berikut: 

a) Receivable turnover = credit sales: receivable 
b) Average collection periode = 360: receivable turnover 

c) Inventory turnover = COGS: inventory 
d) Average day's inventory = 360: inventory turnover 

e) Fixed assets turnover =sales: fixed assets 
f) Total assets turnover =sales : total assets 

b). Analisis Somber dan Penggunaan Kas 

Analisis sumber dan pengggunaan kas mengambarkan aliran atau 

gerakan kas yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas dalam 

periode tertentu. Analisis sumber dan penggunaan kas dapat digunaka11 

sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan 

kemungkinan sumber-swnber yang ada, a tau dapat pula digunakan sebagai 

dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa yang akan 

datang40
. 

c). Analisis Prediksi Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Analisis diskriminan dengan menyusun suatu model untuk memprediksi 

kebangrutan suatu perusahaan dengan menggunakan formula Z-score. 

Formula 101 mengkombinasikan rasto likuiditas, solvabilitas, dan 

~ 0 Drs. Syafaruddin Alwi, A/at-alar Ana/isis dalam Pembelanjacn, (Yogyakarta: Offset, 1991), hal. 
318; 
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profitabilitas41
• Fonnula ini cukup akurat untuk mendeteksi kebangkrutan 

suatu perusahaan untuk waktu beberapa tahun yang akan datang. 

2. Analisis kebijakan restrukturisasi secara kualitatif, yang meliputi analisis 

usaha debitor, analisis barangjaminan kredit, serta analisis itikad baik debitor. 

Analisis kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui Jatar belakang pengajuan 

permohonan restrukturisasi, menilai itikad baik debitor, menilai kemampuan 

usaha debitor, dan mengetahui keadaan jaminan kredit. 

a). Analisis Usaba Debitor 

Analisis terhadap usaha debitor merupakan suatu analisis yang 

penting. Hal itu disebabkan dapat atau tidaknya debitor dalam 

menyelesaikan utangnya sangat tergantung kepada kondisi usaha yang 

bersangkutan. Analisis ini pada umumnya dilakukan terhadap beberapa 

hal, yaitu : 

I). Kemampuan produksi, pemasaran produk, persaingan usaha, prospek 

usaha dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha. 

2). Aspek usaha, meliputi kondisi dan prospek sektor industri, pasar, 

produk ataujasa yang dihasilkan, upaya yang telah dan akan dilakukan 

oleh Penanggung Utang untuk meningkatkan efesiensi dan daya saing, 

serta identifikasi keunggulan kompetitifusaha Penanggung Utang42
. 

H Triyono Utomo,op.cit hal 9; 
42 Keputusan Dirjend Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-2S/PU2002 tentang Petunjuk Teknis 

PPN, Pasal II; 
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b). Analisis BarangJaminan Kredit 

Analisis barang jamimm dilakukan untuk mengetahui berapa 

jurnlah barangjaminan kredit, di mana lokasi barangjaminan, bagaimana 

kelengkapan dokumennya, bagaimana pengikatannya, dan berapa nilai 

ikatarmya. Selain itu. dengan analisis ini akan diketahui apakah barang 

jaminan marketable apabila dijual lelang, apakah hasil lelang dapat 

menutupi utangnya, dan apakah terdapat sengketa kepemilikan terhadap 

barang jam in an tersebut. 

e). Analisis ltikad Baik Debitor 

Beberapa kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian itikad 

baik debitor, antara Jain : 

I). Aktif melakukan pembayaran angsuran yang proporsional dengan 

jumlah utang. 

2). Bersifat kooperatif yang antara lain ditunjukkan dengan berinisiatif 

atau secara aktif berusaha menyelesaikan utang. melakukan 

panggungkapan secara trnnsparan (full disclosure) mengenai 

keadaan dan kondisi perusahaan dan atau diri Penanggung Utang, 

dan mempunyai rencana penyelesaian utang yang realitis 43
. 

43 Ibid., Pasal 12; 
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C. Beberapa Permasalahan dalam Restrukturisasi Utang 

Disamping beberapa hal yang terkait mengenai restrukturisasi utang dengan 

pola konversi piutang menjadi saham yang te!ah di uraikac di atas, masih terdapat 

beberapa perrnasalahan yang juga perlu dikelahui dalam pelaksanaan konversi 

piutang menjadi saham di maksud, yaitu: 

I. Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu 

maupun institusi dalam suatu perusahaan. Kepem!likan saham ini ditandai 

dengan suatu bukti kepemilikan yang menyebutkan nama perusahaan dan 

nama pemilik saham. Menurut ketentuan pasal60 ayat (I) Undang-Undang no. 

40 tal1un 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham merupekan 

benda bergerllk dan memberikan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

52 kepada pemiliknya. 

Bentuk surat berharga rnaupun efek tersebut dapat menjadi pi!ihan bagi 

kreditor untuk dapat melakukan knrnpensasi tagiban baik dalam penyertaan 

langsung dalam bentuk sabam maupun bentuk efek yang lain 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 511 0/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati­

hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, tanggal II J uni 2003, dalam 

konsideran huruf b, disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan penyediaan 

dana dalam bentuk penyertaan modal terSebut, bank wajib memperhatikan 

kecukupan modal, prinsip kehati-hatian, pengenda1ian intern, profil risiko dan 

prinsip keterbukaan kepada publik. 
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Penjelasan Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa kegiatan 

penyertaan modal ini di satu pihak beipotensi mendatangkan keuntungan, 

namun dilain pibak perusahaan tempat penyertaan modal tersebut tetap 

memiliki risiko. Sementara ituf sesuai dengan perundang¥undangan yang 

berlaku, bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan atau melakukan penyertaan modal sementara pada 

perusahan debitur dalam rangka restrukturisasi utang. 

Oleh karena penyertaan modal pada perusahaan yang bergemk di bidang 

keuangan juga mengandung risiko bagi Bank, maka Bank perlu 

mempertimbangkan secant mendalam mengenai kemampuan Bank khususnya 

kondisi perrnodalan untuk pelaksanaan penyertaan modal. 

Pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi 

sa ham memiliki risiko hukum antara lain sebagai berikut: 

a. Risiko Kornpensasi. 

Kompensasi u1angltagihan menjadi saharn memilild risiko yang cukup 

besar. Hal ini sehagai konsekuensi pertanggung jawahan dalam Perseroan 

Terbatas di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab terhalas pada 

kepemilikan saham akan tetapi tanggung jawab ini dapat menjadi tidak 

terbatas dengan melihat ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor : 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan 

pertanggungjawaban pemegang saham menjadi tidak terbatas apabila: 

I) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak 

teipenuhi; 
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2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan itikad buruk rnemanfaatkan Perseroan semata-mata 

untuk kepentingan pribadi. 

3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan. 

4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak. 

langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan 

Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak 

cukup untuk melunasi utang perseroan. 

b. Risiko Pembatalan Restrukturisasi Utang 

Menurut ketentuan pasal 255 Undang-undang Nomor 37 tahun 

2004 tentang Undang-undang Kepailitan dan PKPU pada dasamya 

menyatakan bahwa Hakim Pengawas atau Kreditor, untuk kepentingan harta 

pailit, dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan Oakum debitur yang 

dalam masa Pemmdaan Kewajiban Pembayaran Utang dikarenakan debitur 

beritikad tidak baik terhadap hartanya yang merugikan kreditor atau 

mencoba merugikan kreditor. 

Pembatalan tersebut dapat dilakukan apabila debitor melanggar pasal 

240 ayat I (satu) dan dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum 

tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan huk.um itu 

dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum 

tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditor. 
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Untuk mengantisipasi risiko tersebut maka debitor dan semua 

kreditor harus mentaati ketentuan yang ada. 

2. Di samping beberapa pola restrukturisasl di atas, terdapat pola Jain dalam 

restrukturisasi utang atau penyeiesaian utang, yaitu melalui restrukturisasi 

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.OI/2002 

tanggal 13 Juni 2002 pasal 159 tentang keringanan utang44
• Di dalam 

peraturan tersebu~ DJKN diberi kewenangan untuk memberikan keringanan 

utang kepada Debitor dalam bentuk : 

a. Keringanan jumlah utang yang menyangkut bunga, denda, dan atau 

ongkosibeban lainnya; dan atau 

b. Keringanan jangka waktu penyelesalan utang. 

Kewenangan DJKN untuk memberikan keringanan dalam bentuk bunga, 

denda dan ongkos-ongkos dan keringanan jangka waktu merupakan salah 

satu restrukturisasi utang!kredit macet. Bentuk restrukturisasi kredit yang 

diberikan DJKN ini sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomor 311150/KEPIDIR tanggal 12 November 1998 tentang tata cara 

penye1esaian kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah serta 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 712/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 

tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, yang telah diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 99/6/PBI/2007 tentang 

perubahan Kedua Alas Peraturan Bank Indonesia Nomor 712/PBI/2005 

tanggal 20 Januari 2005. Jadi dalam penyelesaian utang, DJKN selalu 

~4 Sutamo¥4spek-aspek Hukum Perliredilcn fUlda Bank, Alfabeta, Banrlung.2003, ha!.422: 
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menempuh restruktwisasi yaitu penyelesaian utang yang tertuang dalam 

Pemyataan Bersama dan restrukturisasi kredit dengan memberikan 

keringanan bunga, denda dan ongkos dan jangka waktu jika debitor 

memenuhi syarat-syarat restrukturisasi.45 

Dalam pengertian kredit bermasalah dan kredit macet, seharusnya 

dibedakan karena kredit bennasalah adalah kredit dengan kolektibilitas 

macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas mulai 

dari perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan yang mempunyai 

potensi menjadi macet. Dalam dunia perbankan intemasional, k.redit dapat 

dikategorikan ke dalam kredit bennasalah bilarnana: 

1) terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih 

dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya. 

2) Tidak dilunasi sama sekali, atau 

3) Diperlukan negosiasi kembali atas pembayaran kembali kredit dan 

bunga yang tercantum dalam pe~anjian kredit. 

Tetapi perlu juga diketahui bahwa kredit dengm kolektabilitas 

seperti tersebut di atas dapat juga mempunyai potensi Wltuk membaik, dan 

Wltuk kredit semacam itu tidak termasuk kredit bermasalah. Jadi k.redit 

macet merupakan kredit bermasalah tetapi kredit bermasalah tidak 

seluruhnya merupakan kredit macet. Penyelesaian kred it macet adalah 

langkah penyelesaian kredit berrnasalah melalui lembaga hukum seperti 

Pengadilan atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau badan lainnya 

dikarenakan langkah penyelamatan melalui perundingan kembali antara 

45 Ibid. hal 422; 
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!creditor dan debitor sudah tidak memungkinkan.'6 Apabila kredit mace! 

tersebut adalah piutang negara, termasnk diantaranya tagihan bank-bank 

pemerintah, maka penagihannya dapat dilakukan oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang disingkat KPKNL ( dh KP2LN). 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

300/KMK.O 1/2002 ten tang Pengurusan Piutang, Negara Bab IX jo. 

Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-

25/PL/2002 tanggal 18 September 2002 tentang Petunjuk Teknis PPN, 

yang menyatakan mengenai kewenangan- Kepala Kantor Pelayanan dan 

Kepala Kanwil untuk meberikan keringanan utang kepada Penanggung 

Utang dalam bentuk : 

1) Keringanan jurnlah utang yang menyangkut bunga, denda, dan atau 

ongkoslbeban lainnya; dan ats:~.u 

2) Keringananjangka waktu penyelesaian utang. 

Dalam hal ini, penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan 

Restrukturisasi Kredit Macet adalah upaya yang dilakukan PUPN untuk 

menyelesaikan kredit mace!, terhadap penanggung utangldebitor yang 

memenuhi persyaratan tertentu, agar dapat menyelesaikan kewaj ibannya. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Keputusan Direktur Jenderal 

Piutang dan Lelang Negara Nomor ; KEP-25/PL/2002 tanggal 18 

4
i Sutamo, ibid, hal266; 
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September 2002 rentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, 

mengatur mengenai keputusan analisis keringanan utang, sebagai berikut : 

1) Dalam hal penanggung utang menggunakan sumber-sumber lain 

daJam penyelesaian utang, keringanan utang yang dapat 

dipertimbangkan hanya dalam bentuk pemberian keringanan jumlah 

utang. 

2) Dalam hal basil analisis laporan keuangan dan rencana kegiatan 

perusabaan menunjukkan kegiatan usaba penanggung utang tidak 

mendukung penyeies:aian utang secara bertahap, keringanan utang 

yang dapat dipertimbangkan banya dalam -bentuk pemberian 

keringanan jumab utang. 

3) Dalam hal hasil analisis laporan keuangan dan rencana kegiatan 

perusahaan menunjukkan kegiatan usaha penanggung utang 

mendukung penyelesaian seluruh utang secara bertahap, keringanan 

utang yang dapat dipertimbangkan hanya dalam bentuk pemberian 

keringananjangka waktu. 

Dolam hal hasil analisis laporan keuangan dan rencana kegiatan 

perusahaan menunjukkan kegiatan usaba penanggung utang 

mendukung penyelesaian sebagian utang secara bertahap, keringanan 

utang yang dapat dipertimbangkan berupa pemberian keringanan 

jumlab utang sekaligus jangka waktu. 
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Artinya, PT. Sekar Laut Thk selaku debitor dapat mengajukan 

restrukturisasi utang kepada PT. Bank BNI Thk/KP2LN Jakarta III, 

dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan di atas. 

Sehingga PT. Sekar Laut dan PT. Bank BNI Tbk dapat saling 

merumuskan pola penyelesaian yang paling efektif dan efisien bagi 

kedua belah pihak. 
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BABill 
PKPU YANG DIMOHONKAN 

PT. SEKAR LAUT Tbk 

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah 

satu instrument yang disediakan dalam Undang-undang Kepailitan, yang 

dapat dimanfaatkan oleh Debitor agar terhindar dari pelaksanaan pailit, ketika 

Debitor Ielah atau akan herada dahun keadaan berhenti membayar (insolven). 

Menurur kerentuan hukum yang berlaku, yang berhak memohon 

PKPU adalah Debitor dan kreditor. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh 

l)ebitor dan Kreditor, baik atas prakarsanya sendiri atau sebagai reaksi 

terhadap permohonan pemyataar pailit. 

Permohonan PKPU oleh Debitor dan kreditor, diatur dalam Pasal 

222 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Dan PKPU, yang menyebutkan 

bahwa : 

" Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor 
yang mempunyai Kreditor lebih dari J(satu) Kreditor atau oleh 
kreditor "41

• 

Sesuai Pa.sal 222 ayat 2(dua) Pennohonan PKPU yang diajukan oleh 

Debitor dalam kondisi Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan 

•trndonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004., op.cic, Pasal 
222; 
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dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan 

dapat ditagih, dapat memohon penunrlaan kewajiban pambayaran utang, 

dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang 

meliput! tawaran pembayaran sebagian utang atau seluruh utang kepada 

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang·undang Kepailitan Dan 

PKPU terse but di atas, dapat diketabui bahwa sekalipun Debitor bel urn berada 

dalam keadaan inso/ven (tidak dapat membayar utang-utangnya), namun sudah 

memperkirakan akan mengalami insolven, Debitor dapat mengajukan PKPU. 

Artinya, PKPU dapat diajukan oleh Debitor untuk clapat membayar utang-

utangnya. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, tidak dimungkinkannya bagi 

para Kreditor Preferen di!ibatkan dalam perundingan mengenai rencana 

perdamaian karena Kreditor Preferen telah terjamin pelunesan piutangnya dari 

hasil eksekusi hak jamJnan yang dimi!ikinya. Kreditor Preferen dapat saja 

diikutsertakan dalam rencana perdamaian asalkan Kreditor Preferen yang 

bersangkutan melepaskan hak jaminannya. sehingga statusnya beralih dari 

Kreditor Preferen menjadi Kreditor Konkuren. 49 

Sementara itu, sesuai pasal 224 ayat 2 dan 3 Undang-undang nomor 

34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan 

PKPU dapat diajukan oleh Debitor dan kreditor sebagai reaksi terhadap 

permohonan pernyataan paliit, yang menyatakan bahwa. : 

*" Ibid, Pasal 222 ayat 2; 
~;~ Sutan Remy Sjahdeini, op.citr haL327; 
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"ayat (2) dalam hal pennohonan adalah debitor, pennohonan PKPU 
harus disertai dafiar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang 
debitor beserta bukti-bukti secukupnya dan ayat (3) dalam hal 
pemohonnya adalah Kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor 
meialui juru sita dengan surat kilat tercatat peling larnbat 7(tujub) 
hari sebelum sidang50

". 

Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum permohonan 

pemyataan pailit disampaikan Kreditor ke Pengadilan Niaga, atau pennohonan 

pemyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Artinya, langkah 

Debitor atau Kreditor untuk mengajukan pennohonan PKPU hanya dapat 

diajukan sebelum putusan pemyataan pail it ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. 

Sebagai konsekuensi dari pengajuan permohonan PKPU adalah, jika 

permohonan PKPU diajukan sebelum disampaikannya permohonan pemyataan 

pailit oleh Kreciitor ke Pengailan Niaga, maka permohonan pemyataan pailit 

tersebut tidak dapat diajukan. Sebaliknya, jika permohonan PKPU diajukan 

ketil<a Pengadilan Niaga sedang memeriksa permohonan pemyataan paiiit, 

maka proses pemeriksaan terhadap permohonan pemyataan pailit itu harus 

dihentikan. 

Apabila temyata kemudian pennohonan PKPU yang diajukan Debitor 

ditolak karena tidak teroapai kesepakatan antara Debitor dan para Kreditor 

mengenai reneana perdarnaian yang diajukan Debitor atau kreditor, maka 

~ 0 Indonesia, undang-und;:ng Nomor 37 Tahun 2004,op.cit, Pasal 
224 ayat t2 & 3i; 
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Pengadilan Niaga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 

ayat 4, Debitor dinyalakan pailit". 

Permohonan PKPU harus diajukan Debitor atau kreditor 

secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan uraian mengenai 

harta pailit dan bukti-bukti pendukungny•. Pengadilan Niaga tidak berwenang 

menolak permohonan PKPU dan juga tidak boleh menilai kelayakan 

permohorum dimaksnd. Walaupun demikian, Pengadilan Niaga dapat 

menyatakan bohwa permohonan tidak dapat diterlma (niel ontvanke/ijk 

verklaren), dalam hal permohonan tidak ditandatangani sebagaimana mestinya, 

atau tidak disertai surat-surat sebagaimana dimaksud da1am Pasal 224 Undang~ 

undang Kepailitan52• 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1} Undang-undang 

Kepailitan dan PKPU, Pengurus/Pengadilan Niaga wajib segera mengumumkan 

putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling 

sedikit dalam 2 (dual surat kabar harlan yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas 

dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir dalam 

persidangan yang merupakan rapat permusyawarahan hakim berikut tanggal, 

tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta 

alamat pengurus. Artinya, sebelum PKPU Tetap ditetapkan, Pengadilan Niaga 

harus menetapkan terlebih dahulu PKPU Sementara sepaf\iang Debitor telah 

~~ Indonesia, Undang··undang Nomor 37 Tahun 2004 Ibid, Pasal 
228; 

n Ibid,?asal 22.4; 
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memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 222,223 dan 224 

Undang-undang Kepailitan dan PKPU. PKPU Sementara menyetujui 

pemberian PKPU tetap, atau pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telab 

sampai temyata belum tercapai persetujuan rencana perdamaian antara Debitor 

dan para Kreditor Konkuren. 

Begitu PKPU Sementara itu ditetapkan seketika itu diharapkan 

terjadi "keadaan diam" (stay atau standstill). Stay atau standstill adalah 

keadaan status quo bagi Debitor dan para Kreditor yang biasanya diberikan 

oleh undang-undang bukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, 

tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pail it oleh pengadilan, 

yaitu sejak permohonan pemyataan pailit didaftarkan di pengadilan, atau 

diberikan selama dilakukan negosiasi antara Debitor dan para JC_reditor dalam 

rangka restrukturisasi utang53
. 

Namun ketentuan umum tersebut di atas tidak berlaku terhadap 

tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik 

atau hak tanggWlgan atas kebendaan lainnya, hal ini sesuai dengan Pasai 55 

ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU54
• 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pengadilan Niaga 

harus menetapkan terlebih dahulu PKPU Sementara sebelum menetapkan 

s3 Su tan Remy 
Indonesia, 

55 Ill; 

Sjahdeini,op.cit. hal. 
Undang-undang Nomor 37 

56 

285; 
Tahun 2004, op.cit, Pasal 
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PKPU Tetap. Pada saat yang bersamaan dengan ditetapkannya PKPU 

Sementara, Pengadilan Niaga juga harus menunjuk seorang Hakim Pengawas 

yang berasal dari Hakim Pengadilan Negeri dan mengangkat seorang Pengurus 

atau lebih yang akan mengurus harta Debitor bersama dengan 

Debitor yang bersangkutan. Pengurus yang diangkat tersebut harus independen 

dan tidak memiiiki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan 

Debitor atau Kreditor. 

B. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

PKPU pada dasamya bertujuan mengadakan perdamaian amara Oebitor 

dengan para Kreditomya dan mengbindarkan Debitor yang telah atau akan 

mengaiamai insolven dari kepailitan. Namun, jika kesepakatan perdamaian 

dalam rangka PKPU tidak tercapai, maka pada hari berikutnya Debitor 

dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

PKPU merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada Debitor 

untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnyaj yang dapat meliputi 

pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren. Jika hal 

tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhimya Debitor dapat memenubi 

kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya". 

PKPU tidak dimakaudkan untuk kepentingan Debitor saja, melainkan juga 

untuk kepentingan para Kreditomya. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai 

~!> Kartini Muljadi, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, 
Alumni, Bandung, 2001, hal. 173; 
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seorang Debitor dinyatakan pailit, sementara jika Debitot diberi waktu untuk 

melakukan reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang-utangnya) diharapkan 

Debitor dapat melunasi utang-utangnya. 

Pemyataan pailit tentu akan berakibat menurunnya nilai perusahaan, yang 

pada giUrannya kelakjuga akan merugikan para Kreditor karena Debitor kesulitan 

melunasi utang-utangnya. Oleh sebab itu, PKPU merupakan instrumen hukum 

yang perlu dimanfaatkan oleh Debitor untuk melakukan reorganisasi usaha dan 

atau restrukturlsasi utangnya> agar yang bersangkutan dapat melarljutkan 

usabanya dan mampu membayar lunas utang-utangnya. 

Menurut ketentuan Undar.g-undang Kepailitan dan PKPU, yang dapat 

dijadikan Pengurus adalab orang perseorangan yang berdomisili di wilayah 

Negara Republik Indonesia, yang memiliki keablian khusus yang 

dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor, dan telah terdaftar 

pada kemenrerian yang lingkup tugas dar. tanggungjawabnya dibidang hukum dan 

peraturan perundang-undangan.56 

Dengan diangkatnya seorang Pengurus atau Jebih, maka seketika itu pula 

kekayaan Debitor berada di bawab pengawasan Pengurus. Sejak dimulainya 

PKPU Sementara, Debitor pengurusan dan pengalihan tidak berwenang 

lagi melakukan tindakan harta kekayaannya tanpa ikut sertanya atau 

persetujuan Pengurus. Artinya, Debitor diperkenankan melakukan tindakan 

pengurusan dan pengalihan atas harta kekayaannya sepanjang mendapat 

56 Indonesia, Undang-Und.;ng Nomor 37 Tahun 2004;op.ci.t 1 Pasal 
234 ayat (3); 
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persetujuan Pengurus. Tindakan Debitor atas harta kekayaannya yang 

Indonesia, dilakukan tanpa persetujuan Pengurus, tidak mengikat harta 

kekayaannya. 

Dalam masa PKPU Sementara berlangsung, jika pru:a Kreditor Konkuren 

dapat menyetujui "re.ncana perdamalan" yang diajukan oleh Debitor, maka 

arlinya Kreditor Konkuren menyetujui adanya PKPU Tetap. Atas dasar itu 

kemudian Pengadilan Niaga menetapkan PKPU T etap. -PKPU Tetap tidak boleh 

melebihi 270 ( dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan PKPU 

Sementara ditetapkan". Dalam waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tersebut, 

termasuk pula pe~panjangan waktu PKPU jika hal itu diberikan oleh Pengadilan 

Niaga. 

Jangka waktu PKPU Tetap tersebut adalah jangka waktu bagi Debitor dan 

para Kreditor Konkurennya tmtuk melakukan penmdingan perdamaian diantara 

mert:ka. Sebagai hasil perdamaian, mungkin saja dihasilkan perdamaian 

untuk memberikan rescheduling (penjadwalan kembali) utang Debitor 

untuk jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 (sepuluh) tahun ke depan. 

Artinya, jika para Kreditor Konkuren sepakat untuk memberikan 

rescheduling selama misalnya 10 (sepuluh) tahun kepada Dcbitor. maka masa 

pelunasan utang·ulang Debitor kepada para Kreditor Konkuren adalab 10 

(sepuluh) tabun, bukan 270 (dua ratus tujub puluh) hari. 

Ibid, Pasal 228 ayat (6); 
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Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan Pengadilan 

Niaga berdasarkan persetujuan Konkuren yang hanya diakui atau lebih dari 1/2 

(satu perdua) dari jumlah Kreditor tau sementara diak.ui yang hadir dan mewakili 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang 

sementara diakui58
• Dengan demikian, pada hakekatnya PKPU Tetap diberikan 

oleh para Kreditor, bukan oleh Pengadilan Niaga. 

Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan perdamaian 

sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan 

PKPU apabila : 

a. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk 

menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam 

pedamaian; 

b. pelaksanaan perdamaian itu tidak cukup terjamin; 

c. perdamaian ito dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan 

satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidakjujur dan 

tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk 

mencapai hal ini; dan/atau 

d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dalam pengurus 

belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk. pembayarannya. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan dilakukan penundaan kewajiban 

pembayaran utang adalah agar dicapai suatu perdamaian, antara lain dilakukan 

Ibid, Pasal 229 ayat {1); 
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lewat restrukturisasi hutang-hutang kepada kreditomya, khususnya kreditor 

konk.uren. Sebab, perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang 

(scbagaimana halnya juga perdamaian dalam proses kepailitan) tidak berlaku 

terhadap kreditor separatis maupun kreditor yang diutamakan59
. 

Dengan restrukturisasi hutang dalam penundaan kewajiban pembayaran 

utang tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan penundaan kewajiban 

pembayaran utang tersebut, yakni untuk mengadakan perdamaian yang meliputi 

tawaran perdamaian pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada kreditor 

konkuren. 60 

Sebagaimana yang disarnpaikan oleh Munir Fuady bahwa biasanya 

program-program restrukturisasi hutang terdiri dari61 
: 

1. Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh 

tempo; 

2. Haircut, merupakan pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga; 

3. Pengurangan tingkat suku bunga; 

4. Perpanjcmganjangka waktu pelunasan; 

5. konversi hutang kepada saham; 

6. Debt forgiveness (pembebasan hutang); 

7. Bailout, yakni pengambilalihan hutang-hutang, misalnya pengambilalihan 

hutang-hutang swasta oleh pemerintah; 

8. Write Off, yakni penghapusbukuan hutang-hutang. 

~ 9 Ibid, Pasal 244 ; 
6° Kartini Muljadi,op.cit, hal.200; 
61 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Cetakan !,Jakarta, 

Kencana,2008, hal. 150; 
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Berakhimya PKPU Tetap dapat teJjadi baik atas pennintaan Hakim 

Pengawas. atas permohonan Pengurus, atas pennohonan satu atau lebih 

Kreditor, maupun atas prakarsa Pengadilan Niaga. Jika PKPU berakhir atas 

prakarsa Pengadilan Niaga, maka hal itu dapat dilakukan dalam hal :61 

a, Selama waktu PKPU berlangsung, Debitor bertindak dengan itikad buruk 

dalam mengurus harta kekayaan miliknya. 

b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para Kreditomya. 

c. Debitor melanggar ketentuan dalam Pasal 240 ayat (I); 

d. Debitor !alai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh 

Pengadilan Niaga, pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau !alai 

melaksanakan tindakan~tindakan yang disyaratkan oleh Pengurus demi 

kepentingan harta Debitor. 

e. Sel&ma waktu PKPU, keadaan harta Debitor temyata tidak lagi 

rnemungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau 

f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya 

terhadap para Kreditor pada waktunya. 

C. Permobonan PKPU PT. Sekar lAiut Tbk 

PT. Sekar Laut Tbk, adalah debitor kredit macet PT, PT. Bank BNI Tbk 

diserahkan pengurusannya kepada KP2LN Jakarta III dengan surat penyerahan 

62 Ibid, Pasal 255 ayat ~ 1); 
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nomor DKS/3/0143/R, tanggal 14 Februari 2002 dengan nilai hutang 

keseluruhan Rp 54.308.354.325,40 & USD 7,988,463.92. 

Di sarnping kewajiban terhadap PT. Bank BNI Tbk!KP2LN Jakarta III, 

Sekar group juga mempunyai hutang kepada sindikasi yang terdiri Omnistar 

investment holding limited, Shadforth Agents Limited dan Malvina 

Investments Limited senilai USD 23,228,750 dan tcrhadap BNP Paribas 

Singapore Branch senilai USD 4,645,750. 

PT. Sekar Laut Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri 

makanan,antara lain kerupuk, kacang mete, udang hasil Laut lainnya serta 

pengelolaan biji coklat. Saat ini, PT. Sekar Laut Tbk masih aktif menjalankan 

usahanya. 

Pada tahun 2004/2005 perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

restrukturisasi kredit yang diajukan mengalami kegagalan pembayaran, 

penjualan saham perusahaan yang diharapkan dapat membantu keuangan juga 

mengalami kegagalan, akibat dari beberapa kegagalan tersebut di atas 

mengakibatkan PT. Sekar Laut Tbk tidak dapat memenuhi kewajiban kepada 

para kreditomya, sehingga munculah gugatan kepailitan terhadap PT. Sekar 

Laut Tbk di Pengadiian Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan 

oleh BNP Paribas. 

Dalam proses kepailitan PT. Sekar Laut Tbk di Pengadilan Niaga di 

Pengadilan Negeri Surabaya melibatkan lima kreditor di samping BNP Paribas 

yaitu Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, 

Malvina Investments Limited dan PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakata III. 

63 Universitas Indonesia 

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH UI, 2008



Berdasarkan mengajukan permohonan pailit BNP Paribas tersebut, PT. 

Sekar Laut Tbk pada tanggal l 0 Agustus 2005 mengajukan permohonan PKPU 

atas dirinya kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya dengan 

register nornor :08/PKPU/2005/PN.NlAGA SBY tanggal 16 Agustus 2005. 

Sebagai tindak lanjut dari pengajuan permohonan PKPU oleh PT. 

Sekar Laut Thk tersebut, Pengadilan Niaga Surabaya mengadakan Rapat 

kreditor pada tanggal OS September 2005 dan Tanggal 13 September 2005. 

Dalam rapat kreditor tersebut, pamohon menyampaikan usulan perdamaian dan 

kedudukan masing-masing kreditor serta cara pembayaran/palunasan di 

samping pennohonan-permohonan lainnya. Adapun secara lebih rinci usulan 

PKPU PT. Sekar Laut Tbk yang disampaikan tanggal September 2005, adalah 

.sebagai berikut63 
: 

J.Kondisi Perseroan PT. SEKAR LAUT Tbk 

a. Financial Highlight 

Berdasarl<an Lapor-.n keuangan yang berakhir pada tanggal 31 

Desember 2004, dapat diketahui : 

I) Nilai Penjualan Perseroan mencapai Rp 46.730.000.000,-

(meningkat 2,6% dari tahuin 2003), Laba kotor (gross profit) 

juga meningkat cukup signifiikan dari 0,809 milyar rupiah 

diatahun 2003 menjadi 5,756 milyar rupiah ditahun 2004. 

Meningkatnya laba kotor yang cukup tinggi ini antara lain 

61 Rencana Perdamaian PT. Sekar Laut Tbk, disampaikan 
September 2005; 
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disebabkan oleh semakin efisiennya kinelja perseroan dan 

penghematan terhadap biaya-blaya produksi sehingga dapat 

menekan harga pokok. 

2) Biaya operasional di tahun 2004 mencapai 7.585 milyar rupiah 

atau meningkat 7.6% dari tahun sebelumnya yang mencapai 

7.048 mi1yar rupiah. Pada tahun 2004 Perseroan mencatat rugi 

usaha sebesar 1.829 milyar rupiah jum1ah ini jaub 1ebih mengecil 

dari kerugian yang dicatat pada tahun sebelumnya yang sejumlah 

6.239 milyar rupiah. 

3) Total aktiva perusahaan pada tahun 2004 sebesar 48.136 milyar 

rupiah, sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2003 yang 

tercatat sebesar 47.847 milyar. Peningkatan ini banyak 

dipengaruhi oleh peningkatan aktiva iancar perseroan. tenttama 

pada posisi Kas serta Plutang Usaha. Namun di sisl Iain, total 

kewajiban 312.922 milyar di tahun 8.9% dari sejumlah 312.922 

milyar di tahun 2003 menjadi 340.716 milyar di tahun 2004. 

b. Utang Yang Hendak Diajukan Untuk PKPU 

Perseroan memiliki utang kepada beberapa kreditor 

keuangan. Kreditor keuangan yang hendak diajukan permohonan 

PKPU, dalam hal ini adalah : 

1) BNP Pari bas, Singapore. 

2) Vantage Capital H.L. 
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3) Shad forth A. L. 

4) Malvina Investments L. 

5) PT. Bank BNI Thk qq KP2LN, Indonesia. 

Sesuai dengan Laporan Keuangan 30 Juni 2005, total Utang 

Perseroan kepada kreditar keuangan (bank dan lembaga keuangan 

lainnya) sebesar USD 20.401.444 dan Rp 10.685.656.107,- Bunga 

yang ditangguhkan (accured interest) sebesar USD 8.403.408 dan 

Rp 10.909.272.222,-. 

Selain utang rersebut di alas, kepada kreditor keuangan, 

perusahaan juga memberlkan jaminan pembayaran (Corporate 

Guarantee) atas utang dari anak perusabaan (PT Pangan Lestari) 

dengan nilai perjanjian sebesar USD 7.500.000 (tujuh juta lima ratus 

ribu US dollars) dan Rp 17.121.000.000,- (tujuh be1as milyarseratus 

dua pu1ub satu juta rupiah). Alas jaminan utang tersebut parusahaan 

akan melakukan pembayasa.• bersama-sama dalam reneana 

perdamaian ini. 

PT Pangan Lestari adalah anak parusabaan dari PT Sekar 

Laut Tbk. (parseroan), dengan kepemilikan sebesar 99,99%. 

Sedangkan Utang kepada kreditor dagang, baik pihak ketiga 

maupun pihak afiliasi mencapai Rp 5.5 milyar. Untuk Utang kepada 

kreditor dagang tidak diajukan dalam PKPU ini. 
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Bahwa alas Utang-Utang sejumlah tersebut di atas, Perseroan 

tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utang terse but yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal tersebut disebabkan karena 

kondisi keuangan Perneroan saat ini hanya marnpu memenuhi 

kebutuhan pambiayaan operasional saja. 

Karena ketidakrnampuan Perseroan untuk menyelesaikan 

kewajiban pembayaraannya kepada seiuruh kreditor secara tunai, 

maka Perseroan merencanakan untuk melakukan restrukturisasi 

utang. Setain itu restrukturisasi juga bertujuan agar dapat 

memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan keinginan ·seluruh 

kreditor dan unruk: menyehatkan Perseroan. 

2. Persetujuan 

Guna mernberikan perlakuan yang adtl bagi seluruh kreditor. 

Perseroan telah mengajukan pennohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga 

dan telah menyampaikan rencana perdamaian yang berisi usul;m~usulan 

tentang cara penyelesaian utang yang akan disampaikan, antarn Jain tentang 

hak dan kewajiban masing-masing pihak dan cara pembayaran, secara lebih 

rinci akan disampaikan pada poin tersendiri bagian bawah tulisan inL Agar 

ketentuan-ketentuan dalarn rencana perdamaian dapat mengikat seluruh 

kreditor. maka Perseroan memerlukan persetujuan dari para kreditor atas 

rencana perdamaian tersebut 
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a. Persetujuan dari Pemegang Sabarn atas rencana PKPU6
". 

Pcrseroan dalam Rencana Perdamaian ini te!ah rnengajukan 

persetujuan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diselenggarakan 

pada tanggal 8 Agustus 2005. Persetujuan dari pemegang saham ini 

diperoleh untuk mernenuhi ketentuan pasal 224 Undang-Undang 

no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang menyebutkan dalam hal debitor adalah 

perseroan terbatas, maka pennohonan PKPU atas prakarsanya 

sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan RUPSLB 

dengan kuorurn kebadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang 

diperlukan untuk mengajukan permohonan pallit. 

b. Persetujuan dari kreditor keuangan 65 

l) Persetujuan dari Kreditor Keuangan Konkuren 

Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 281 ayat 

(l}huruf a Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa guna 

mendapatkan persetujuan Rencana Perdamaian dari Kreditor dan 

selanjutnya ratifikasi oleh Pengadilan Negara, syarat yang harus 

dipenuhi adalah harus mendapat persetuj uan lebih dari Y2 ( satu 

per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau 

~ 4 Rencana l?erdamaian, Ibid, hal 4; 
f 5 Ibid; 
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sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 213 (dua 

per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang 

sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang 

hadir dalam sidang tersebut Untuk itu guna tercapainya 

restrukturisasi utang sebagaimana telah disusun dalam rencana 

perdamaian, dukungan penuh dari para kreditor keuangan 

konkuren sangat diperlukan. Tanpa dukungan dari para kreditor 

keuangan konkuren. Perseroan tidak dapat untuk m¢menuhi 

kuorum yang dipersyaratkan66
• 

2) Persetujuan dari Kreditor Keuangan Separatis 

Rencana perdamaian ini diharapkan dapat disetujui 

oleh kreditor separatis dan selanjutnya diptuskannya oleh 

Pengadilan Niaga bila ketentuan pasal 281 UUK dapa! dipenuhi. 

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebu~ Rencana 

PKPU ini61 wajib mendapat persetujuan dari Yi (satu per dua) 

jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan 

fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan 

lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 213 {dua per tiga) 

bagian dari seluruh tagihar Kreditor atau kuasanya yang hadir 

dalam sidang tersebut. 

66 Indonesia, Undang-;.mdang Nom or 34 Tahun 2004, Ten tang 
Kepailitan dan PKPU, op.cit, pasal 291 ayat (li; 

~· Ibid1 pasal 281; 
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Meskipun Perseroan Ielah mendapat 

dukungan/persetujuan dari para kreditor koukuren, namun 

apabila kuorum kreditor keuangan separatis yang dipersyaratkan 

oleh UUK tidak terpenuhi, maka pengadilan tidak dapat 

memberikan persetujuan Rencana Perdamaian. karenanya 

Perseroan akan dinyatakan Pailit. Untuk itu Perseroan memohon 

kepada seluruh Kreditor keuangan Seperatis untuk memberikan 

dukungan/persetujuan alas Rencana Perdamaian yang 

disampaikan oleh Perseroan. 

e. Ratifikasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Nege.ri 

Setelah Rencana Perdamaian mendapet persetujuan dari para 

kreditor, sehingga kuorum yang dipersyaratkan terpenuhi68, maka 

selanjumya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pemeriksa permohonan 

PKPU ini akan meratiftkasi Rencana Perdarnaian tersebut. Sebagai 

akibat dari telah diputuskannya Rencana Perdamaian ini. maka 

semua ketentuan yang tertulis dalam Rencana Perdamaian mengikat 

dan wajib dipatuhi serta ditaati oleh seluruh Kreditor, baik Konkuren 

rnaupWl Separatis. dan Perseroan. 

bt Ibid, pasal 281; 
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d. Persetujuan dari Pemegang Saham untuk Pelaksanaan putusan 

PKPU 

Setelah Rencana Perdamaian ini mendapat ratifikasi dari 

Majlis Hakim pemeriksa permohonan PKPU ini, maka Perseroan 

akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

(RUPSLB) dengan agenda rapat meminta pernetujuan dari para 

pemegang saham Perseroan sehubungan dengan restrukturisasi utang 

sebagairnana tercantum daJam putusan pengadilan atas rencana 

perdamaian yang disetujui. Untuk pelaksanaan restrukturlsasi utang 

ini Perseroan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Anggaran 

Dasamya dalam hal ini PT. Sekar Laut Tbk, undang-undang Pasar 

Modai beserta peraturan pelaksanaannya, peraturan bursa peraturan-

peraturan lainnya yang terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh 

Perseroan. 

Mengacu Rencana Perdamaian yang mewajibkan Perseroan 

tunduk pada Undang-undaang Pasar Modal maka walaupun 

perdamaian ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim, namun apabiJa 

temyata da!am Rapat Umum Pemegang Saharn (RUPS) tidak 

menyetujui tinrlakan Perseroan sebagaimana rlinyatakan dalarn 

Rencana Perdarnaian69
, maka Perneroan dapat dinyatakan gaga! dan 

dapat dinyatakan pailit Oleh karena itu, dukunganlpersetujuan dari 

~'9 Indonesia, Undanc;-undang Nomor 40 Tahun 2007,0p.cit, pasal 
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para pemegang saham Perseroan sangat diperlukan guna 

keberhasilan restrukturisasi utang Perseroan. 

3. Perlakuan Bagi Para Kreditor Peneroan 

a. Perlakuan bagi Kreditor Non-Keuangan (Kreditor Dagang) 

Terhadap tagihan dari para kreditor non-keuangan (kreditor 

dagang), Perseroan akan memhayar lunas sejumlah pinjarnan pokok 

dari tagikan mereka pada saat jatuh tempo dengan cara pemhayaran 

sebagaimana biasanya dalam blsnis. dan atau sesuai perjanjian yang 

Ielah disepakati antara PT. Sekar Laut Tbk dengan para kreditor 

dagangnya. 

b. Perlakuan bagi Kreditor Keuangan 

Para kreditor keuangan dibagi dakan dua kelompok, yaitu : 

I) Kreditor Sindikasi 

2) Kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakarta Ill 

Para kreditor yang rergolong dalam kreditor sindikasi, 

adalah: 

1) BNP Paribas, Singapore. 

2) Vantage Capital H.L 

3) Shadforth A. L. 
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4) Malvina lnvesbnents L. 

Para kreditor Sindikasi, tetap memiliki hak dan berdiri sendirl 

dalam kapasitasnya rnewakili masing-masing kreditor atau 

tergantung pada perjanjian kredit sindikasinya, di dalam keperluan 

untuk pemungutan suara kreditor. Hasil keputusan dari rencana 

perdamaian yang telah diputuskan oleh pengadilan akan mengikat 

para kreditor Sindikasi yang ikut dalam rencana perdamaian. 

Dalam hal ada salah satu atau lebih kreditor Sindikasi tidak 

setuju atau menarik diri dari PKPU, namun lebih dari \12 {satu per 

dua) dari total kreditor Sindikasi setuju dengan rencana perdamaian 

tetap dapat dijalankan. Pelaksanaan konversi utang menjadi saham, 

dapat ditunda pelaksanaannya, hingga mendapat persetujuan dari 

seluruh kreditor Sindikasi namun tidak mengurang~ atau 

membatalkan kesepakatan atas rencana perdamaian dalam PKPU ini. 

Perseroan akan membayar sejumlah USD 2.787.450,- yang 

dibagikan secara perimbangan kepada para kreditor Sindikasi, 

secara bertahap sehagai utang jangka panjang yang dapat dilunasi 

perseroan (sustainable loan). Atas utang ini, dikenakan bunga 

sebesar Sibor + 2%. 

Sisa utang setelah dipotong, bagian atas bunga tertunggak 

dan nilai utang jangka panjang. akan dikonversikan menjadi saham 

perseroan. 
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Utang kepada kreditor PT. Bank BN! Tbk qq KP2LN, akan 

diselesaikan seluruhnya/sekaligus, dengan cara konversi menjadi 

saham perseroan, setelah dikurangi bagian atas bunga yang 

tertunggak. 

4. Perhitungan Utang 

a. Mata Uang 

1) Dalam rencana penyelesaian, untuk keperluan pemungutan suara 

pada rapat kreditor yang bersangkutan, semua utang yang bukan 

pada mata uang Rupiah akan diperhitungkan kedalam mata uang 

Rupiah berdasarkan tingkat pertukaran yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia (kurs tengah Bl) pacta tanggal 6 September 2005, yaitu 

Rp. I 0.350 perdolar. 

2) Untuk mengetahui berapa jumlah saharn yang akan diterima oleh 

pers kreditor sehubungan dengan konversi atas utang meqjadi 

kepemilikan saham, maka semua utang yang bukan dalam mata 

uang Rupiah yang terutang kepada kreditor yang bersangkutan 

akan diubah kedalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar 

yang sama dengan butir I di atas. 

b. Bunga 

Bunga terakumulasi terakhir yang diakui dalam utang kepada 

para Kieditor Sindikasi adalah bunga yang tercatat dalam perjanjian 
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yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2002, beserta dengan 

perhitungan bunga yang terakwnulasi sesuai dengan neraca 

perseroan hingga 31 Desember 2005. 

Bunga terakurnulasi yang terakhir diakui dalam utang 

kepada para kreditor BANK BNI TBKqq KP2LN adalah bunga 

yang tercatat sejak pengalihan utang oleh PT. Baok BNI Tbk ke 

KP2LN pada tahun 2002. 

Untok keperluan panentuan jumlah tagihan yang diveriflkasi 

dan perhitungan hak atas konversi saham dari masing-masing 

Kreditor Keuangan, tidak ada bunga yang akan terakwnulasi pada 

utang tersebut selain yang telah diperhitungkan di atas. 

Dengan telah disetujui dan ditandatanganinya Rencana 

Perdamaian, berarti sudah tidak ada lagi bunga yang dianggap 

terakumulasi atas utang kepada Kreditor Keuangan hingga tanggal 

efektif. 

c. Jumlah Utang 

Jumlah utang yang dajukan dahan PKPU adalah sebegai 

berikut: 

Kreditor Pokok Bunga Total 
Keuangan 
Kreditor Sindikasi: 
BNP Paribas uso 4,645.750 USD 2,008.477 USD 6,654.227 
Omnistar lnv.H.L LiSD 8,362.350 USD 3,615.258 USD ll ,977.608 
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Sh•dforth A Ltd USD 6,504.050 USD 2,811.867 USD 9,315.917 
Malvina 1nv. Ltd USD 8 362.350 USD &,362.350 USD 11,977.608 
Total USD 27,874.500 USD 12,050.859 uSD 39,925359 
PT. Bank BNI Thk qq Rp 31.364.200.000 Rp 22.944.154.325 Rp 54308.354.325 
KP2LN 

d. Kreditor Separatis dan Konkuren 

Dari semua kreditor Keuangan, masing~masing memiliki 

jaminan yang tidak dapat menutupi seluruh nilai Utang, Oleh sebab 

itu, maka perlu diten1ukan jumlah Utang yang sesungguhnya 

!erjamin oleh aset yang menjadi tanggungan dan jumlah yang tidak 

mungkin tercukupi oleh nilai aseet yang menjadi tanggungan. 

l )Kreditor Sindikllsi : 

Perbitungan nilai tanggungan untuk kreditor Sindikasi dengan 

total tagihan sebesar USD 39.960.780. Jaminan alas Utang 

kreditor Sindikasi adalah sebagai berikut : 

L Tanah Perseroan : 

HGB no. 452, seluas 14.450 m2 dan HGB No. 388, 

seluas 41.460 m2, Ielah dipasang hak tanggungan sebesar 

USD 15.000.000. 

2. Mesin, piutang dan persediaan. 

Jumlah Piutang dan Persediaan yang telah 
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C2-13467 6-3-2001 Ro 13.105.288.500 PT.Sekar Laut Mesin 
HT.04.06.TH200 1/NSTD USD 8.434.519 

C2-13468 6-3-2001 Rp 15.386.135.437 PT.Pangan Lestari Piutang 
HT.04.06.TH2001/NSTD 
C2-13450 6-3-2001 Rp 11.464.638.242 PT.Pangan Leslari Persd 
HT.04.06.TH2001/NSTD 

Rp 54.149.320.620 
USD 8.434.519 

Sehingga Total Utang yang tertutupi oleh Jaminan Utang dan 

Fidusia adalah sebesar USD 23.434.519 dan Rp 

54.149.320.620,-. Dengan asumsi Kurs saat ini sebesar Rp 

9.800,- per USD (dimana nilai kurs yang dipakai akan 

disesuaikan dengan kurs tengah BI pada saat tanggal putusan 

atas permohonan PKPU), maka untuk Kreditor Sindik.asi, 

memiliki porsi tagihan : 

a. Tagihan Separatis sebesar Rp 54.149.320.620 + (USD 

23.434.519 * Rp 9800) = Rp 283,807,606,820. 

b. Tagihan Konkuren sebesar (USD39. 960.780 * Rp 9800) 

- Rp 283,807,606,820 = Rp 10,808,038,864. 

2)Kreditor PT. Bank BNI TbWKP2LN 

Perhitungan nilai tanggungan untuk kreditor PT. Bank BNI 

Tbk qq KP2LN dengan total tagihan sebesar Rp 

52.336.852.179,-
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No. 

I 
2 
3 

4 

5 

6 

Berdasarkan perjanjian kredit dengan PT. Bank BNI Tbk, 
jaminan atas Utang ke kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN 
dlab b "b ik a a se agru er ut: 

Sertifikat Nilai H T Porsi 'aminan 
SHGB 3477, 6240m2, a/n SKL Belum dioasang 
SHGB 141, Ban·armasin aln SKB Rp. 1.450.000.000 Rp. 147.181.238 
SHM no.218 dan219, aln Harry Rp. 2.450.000.000 Rp. 101.413.860 
Lukmito 
SHM no.220 dan 221, a/n Rita Rp. 2.450.000.000 Rp. 101.413.860 
Melinda 
SHGB no.20 aln PTNELAYAN Belum Dipasang 
A.K. 
SHGB no.SS, a/n Harv Sunogo Belum Dioasang 
Totai 350.008.959 

Nilai Hak Tanggungan adalah nilai berdasarkan hak tanggungan 

(hipotek) yang telah dipasang. 

_ Porsi Jaminan : Bahwa sertifikat tanah yang dijaminkan adalah 

bersifat jaminan bersama (croos collateral) dangan beberapa 

perjanjian kredit yang lain. Oleh sebab itu, nilai jaminan 

sesungguhnya, seharusnya dibagi berimbang dengan semua 

perjanjian kredit yang dijamin, yang dipasangkan hak 

tanggungan bersama (pari passu). Porsi jaminan dalam hal ini, 

adalah pembagian nHai hak tanggungan secara perimbangan 

(proposional) sesuai besamya perjanjian kredit yang dijarnin oleh 

asset tersebut. 

Maka, total Utang PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN, yang 

lertutupi oleh Jaminan Tanah adalah sebesar Rp 350.008.959,-

Besar porsi utang PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN, dibagi 

menjadi utang separatis sebesar Rp.350.008.959,- dan utang 
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konkuren Rp 51.986.843.220,-.Maka posisi kreditor Utang 

separatis dan konkuren adalah sebagai berikut 

Kreditor Separatfs Konkuren total 
Keulln~an 

BNP i'aribas Rp 47,301.267,803 16.6% Rp 17,968,000,47i 11.2.% Rp 65,269,274,28:1 

Van1age Capiw.l KL kp 85,142.Z82J)46 JO.O% Rp34..142.4il,659 2fU% t Rp 117,4&4..693,70¢ 

Shudfonb A. Ud. Rp 66,221,774.925 233% Rp2SJSS,209,068 15,7>4 Rp 91 ,376,9&3,993 

Malvim. !nv, Url Rp 85.142,282,046 JO.!l% Rp3Z,J42,4ll,6S9 20.2% Rpl17,484,693,706 

BANKBNlTBK "' 350.008,959 0.1% RpS!,986,&43,2ZO )25% Rp 52,336,852,179 

Tcttl Rp:184,l57.61S.m Ul!Ul% R~ J59,794.8!12.(!84 UlO.n% Rp 443.952,497 ,8&4 

. . . . . . . 
*) Ntla1 Utang kredttor Smdtkas1 dengan asumst kurs Rp 

9.800,-IUSD. 

5. Pola Penyclesalan hutang 

a. Pcngalihan plnjaman PT. Pangan Lestarl kepada PT. Sekar Laut 

Tbk. 

Pinjaman PT. Pangan Lestari kepada semua kreditor keuangan 

(Kreditor Sindikasi dan Kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN), seperti 

terse but pada ketentuan nomor 4 huruf c akan dialihkan seluruhnya (baik 

pokok maupun bunga tertunggak) kepada perseroan. Hal ini akan 

dijalankan sesuai dengan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) 

yang ada dari PT Sekar Laut Tbk kepada kreditor keuangan. Hal ini 

merupakan pengombilalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. 

Sekar Laut Tbk atas hutang PT. Pangan Lestari. 

b. Penghapusan saldo bungs pinjaman 
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Saldo jumlah pinjaman, di luar jumlah utang pokok yang 

terakumulasi dalam utang kepada kreditor sindikasi hingga tanggal 

efektif pengadilan menyetujui PK.PU ini, diminta untuk dapat 

dibebaskan (dihapus. Sedang bunga pinjaman kepada PT. Bank BNI Tbk 

qq K.P2LN diminta keringanan sebesar 50"1., yaitu sebesar Rp 

10.995.56!.057,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan ratus juta 

limaratus enampuluh ribu limapuluh tujuh rupiah) 

c. Penetapan Jumlah Hutang yang akan dibayar bertahap (sustainable 

loan) 

l) Kredit Sindikasi: 

Dari seluruh utang kepada Kreditor Sindikasi, maka sejumlah 

USD 2,787.450 akan dibayar secara bertahap, dengan jangka waktu 

I 0 tahun, dengan tenggang waktu pembayaran pokok selama 2 

taltun dan bunga pinjaman sebesar 2% portahun. Nilai tersebut akan 

dibagi menurut perimbangan utang masing-masing Kreditor 

Sindikasi. 

2) Kreditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN : 

Berbeda cara penyelesaian dengan Kreditor Sindikasi 

tersebut di atas, terhadap utang PT. Sekar Laut Tbk kepada PT. Bank 
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BNI Tbk qq KP2LN sebesar Rp 54.308.354.325,-, PT. Sekar Laut 

Tbk akan langsung mengkonversi nilai utang selurubnya dengan 

restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham 

sesuai rencana perdamaian ini, jadi tidak ada bagian utang yang 

dibayar bertahap. 

d. Konversi Piutang Menjadi Kepemilikan Sa ham. 

1) Kreditor Sindikasi: 

Dengan mengacu kepada basil Rencana Perdamaian, maka 

terhadap jumlah utang pokok kepada Kreditor Sindikasi, sebesar 

USD 27,874.500, dikurangi dengan jumlah yang akan dibayar 

dalam jangka panjang (sesuai ketentuan pada nomor 5 huruf c) 

sebesar USD 2,787.450 menjadi total USD 25,087.050 akan 

dikonversi menjadi saham perseroan. - Jumlah tersebut akan 

dikonversi terlebih dahulu ke mata uang Rupiah, dengan berdasarkan 

nilai tukar Rp I 0.350,- sesuai ketentuan nomor 4. setelah dikonversi 

ke mata uang Rupiah, makajumlah tersebut akan dikonversi menjadi 

sejumlah saham perseroan dengan harga Rp 500,- per saham, sesuai 

nominal saham (par value). 

2) Kredit PT. Bank BNI Tbk 

Bahwa terhadap jumlah utang kepada kreditor PT. Bank BNI 

Tbk, setelah dikurangi biaya bunga sebesar Rp 10.995.561.057,-, 
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akan diiWlasi seluruhnya dengan dikonversikan menjadi saham 

persetoan, dengan harga Rp 500,~ per saham, sesuai nilai nominal 

saham (par value). 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada 

kreditor dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

Pada tanggal pelaksanaan, yaitu sualu tanggal di mana 

Perseroan akan melakukan konversi atas utang menjadi kepemilikan 

saham Perseroan akan melakukan kompensasi ( dalam propos! yang 

sesuai) jumlah konversi terhadap penerbitan saham biasa kepada 

para kreditor, Saham biasa yang mana akan dikonversikan pada 

harga pelaksanaan yang sama dengan harga nominal saham yaitu Rp 

500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham. 

Segera setelah Rencana Perdamaian ini diputuskari oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, 

Perseroan berkewajiban untuk segera melaksanakan konversi atas 

piutang menjadi kepemilikan saham. Dalam pela.'<sarulall r..onversi 

ini Perseroan wajib tunduk dan taat pada semua ketentuan Anggaran 

Dasar danfatau peraturan tentang Perseroan Terbatas dan!atau 

peraturan tentang Pasar Modal dan bursa yang berlaku di Indonesia 

serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan 

konversi atas piutang menjadl kepemilikan saham. 
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Pelaksanaan konversi piutang menjadi saham mengikuti 

peraturan sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam NO. Kej>-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus !998, Peraturan 

No. IX.D.4 Tentang Penarnbahan Modal Tanpa Hak memesan Efek 

Terlebih Dahulu. 

Dalam melakukan konversi piutang ini. Perseroan akan 

menerbitkan saham dengan mematuhi ketentuan-ketentuan 

penerbitan konversi saham sebagai berikut : 

Penerbit PT Sekar Laut, Tbk. lnstrumen 

Saharn dalam bentuk rupiah biasa yang tercatat 

di PT.Bursa Efek Jakarta (BEl) be~umlah +/-545 juta lembar saharn 

Hak-hak pari pasu dengan saham biasa lainnya milik Perseroan 

ParValue Rp.500,- Harga Penerbiton dikonversikan pada Rp.500,-

Terhadap pelarangan penjualan saham, kreditor setuju untuk 

tidak mengadakan transaksi saharn apapun yang berhubungan 

dengan konversi saha'!l biasa mereka yang akan bertentongan 

dengan ketentuan mengenai pangambilalihan saham di Indonesia 

atau bertentangan dengan Peraturan BAPEPAM dan bursa yang 

berkaiton dengan hal tersebut. 

Lock Up Period perseroan dan kreditor setuju untuk mengikuti 

ketentuan tentang Jock up (larangan untuk melaksanakan transaksi 

penjualan saham) daiam waktu tertentu1 sesuai peraturan 

Bapeparn dan bursa yang berkaitan. Dengan 
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demikian setelah utang dikonversikan 

kepemilikan saham hasil konverensi 

menjadi 

tersebut, 

dapat diperjualbelikan, kecuali apabila hal tersebut dilarang oleh 

anggaran dasar perseroan~ peraturan perundang-undangan 

tentang Pasar Modal, Undang-undang Perseroan Terbatas dan 

peraturan bursa yang berlaku di Indonesia. 

Saham-saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan untuk 

kepentingan ini adalah saham atas nama dan dikeluatkan alas nama 

krediror dan atau kustodian yang diberi kuasa oleh kreditor. Dalam 

pengeluaran saharn ini Perseroan tidak akan mencetak surat saham, 

namun saharn yang dikeluarkan adalah saham scriptless (saham 

elektronik) yang selanjutnya akan disimpan di Kustodian Sentral 

Efek Indonesia70
• 

Untuk kepentingan konversi plutang tersebut, para kreditor 

diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Kustodian atau anggota 

bursa yang te.rcatat di bursa efek di mana saham perseroan 

diperdagangkan. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan 

pembukaan rekening tersebut menjadi tanggung jawab dan wajib 

dibayar oleh kreditor. Tanpa dimilikinya rekening di bank kustodian 

atau anggota bursa, maka perseroan tidak dapat mendistribusikan 

saham basil konversi kepada kreditor dan atas kegagalan ini menjadi 

risiko para kreditor. Dengan telah dilaksanakannya konversi atas 

"
0 Rencana l?erdo.me.ian,op.cit, hal 12; 
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piutang menjadi kepemilikan sahrun, maka seluruh utang perseroan 

dinyatakan Ielah dibayar lunas, karenanya semua peljanjian kredit 

termasuk sur at berharga dinyatakan tidak berlaku!berakhir. 

Sehubungan konversi dalam penyelesaian utang tersebut, maka 

kreditor membebaskan perseroan terhadap segala kewajiban 

pembayaran dalam bentok apapun kepada kreditor. 

Hal-hal lain yang belwn cukup diatur dalarn Rencana 

Perdamaian guna pela.ksanaan konversi piutang menjadi kepemilikan 

saham, maka kreditor dan Perseroan sepabt untuk tunduk dan taat 

pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang­

undangan tentang Pasar Modal dan peraturan bursa, Undang-undang 

Perseroan Terbatas pada Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1999 

tentang bentuk-hentuk Tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan 

sebagai Setoran Saham. 

Perseroan dan/atau salah satu kreditor atau sebagian kreditor 

nanti di kemudian hari atas kesepakatan bersama diantaranya 

(golongan kreditor) dapat melakukan perubahan alas cara maupun 

bentuk atau tempo pembayaran yang tidak sebagl'\imana mestinya di 

atas, dan atas hal tersebut Perseroan dan para k.reditor sepakat untuk 

menuangkannya dalam suatu perjanjian tersendiri yang disetujui oleh 

sekurang-kurangnya V, (saru per dua) dari seluruh nilai piutang 

kreditor dari golongan kreditor keuangan, yang masih horus 

dibayarkan oleh Perseroan untuk kepentingan ini. sehingga 

85 Universitas Indonesia 

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH UI, 2008



karenanya tidak memerlukan lagi persetujuan seluruh kreditor dan 

atau perubahan ratifikasi rencana perdarnaian dengan pemungutan 

suara melalui pengadilan niaga. 

e. Pemberian Opsi Membeli Kembali (buy back option) Saham 

Apabila pelaksanaan ( implemenlasl) restrukturlsasi utang yang 

berupa konversi piutang menjadi kepernilikan saham telah dilaksanakan 

maka pwa pemegang saham_pendiri (founders) akan mengalami dilusi 

yang cukup besar. Karenanya guna memberikan apresiasi atas upaya 

para pemegang saham pendiri menja!ankan dan mengembangkan 

perseroan selama lebih dari 30 (tiga pulub) tahun dan memberikan 

semangat bagi para pemegang saham untuk tetap menekuni usaha ini 

serta untuk tetap mempertahankan kepemilikan saham para pemegang 

saham pendiri di perseroan, maka para kreditor setuju untuk 

memberikan opsi membeli kembali 25% (dua puiuh lima persen} dari 

seluruh saham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan kreditor 

keuangan kepada para pemegang saham pendiri dengan harga Rp 1,­

(satu rupiah) per lembar saham, dalam jangka waktu I tahun. Perseroan 

akan menyisihkan sejumlah 25 % (dua pulub lima pernen) dari total 

jumlah saham beru yang dikeluarkan untuk kepentingan kreditor untuk 

selanjutnya dijual kepada para pernegang saham pendiri- Saham yang 

akan dijual kepada para pemegang saham pendiri berasai dari saham 

beru yang diterbitkan oleh perseroan kepada para kreditor, karenanya 

pada saat pelaksanaan konversi saham, jurnlah saham yang akan 
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diserahkan kepada masing-masing kreditor kepada para pemegang 

saham pendiri dan manajemen, maka jumlah saham yang akan diterima 

oleh para kreditor akan berkurang secara proporsional. 

f. Pelaksanaan Perdamaian 

Setelah Rencana Perdamaian mendapat persetujuan dari para 

kreditor, maka selanjutnaya Majelis Hakim Pengadilan Niaga 

memeriksa permohonan PK.Pl:J ini akan meratiftkasi Rencana 

perdamaian tersebut. Sebagai akiQat dari telah diputuskannya Rencana 

Perdamaian ini, maka semua ketentuan yang tertulis dalam Rencana 

Perdamaian mengikat dan wajib dipatuhi serta ditaati oleh seluruh 

kreditor, baik konkuren maupun separatis, dan perseroan. 

Kepada Kreditor Sindikasi, masih akan tersisa utang sejumlah 

USD 2. 787.450 sebagai utang jangka panjang, dengan syarat dan 

ketentuan yang telah disetujui dalam rencana perdamaian ini. Untuk 

!creditor PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN seluruh piutangnya menjadi 

lunas dengan pemberian saham perseroan. 

Dengan telah ratifikasi Rencana Perdamaian ini, maka surat-surat 

berharga serta seluruh perjanjian kredit berikut jaminan asset, jaminan 

perusahaan (corporate guarantee),jaminan pribadi (personal guarantee) 

yang ada dan melekat pada perjanjian kredit tersebut yang sudah ada 

sebelum diperolehnya ratifikasi Rencana Perdamaian dinyatakan gugur, 

kecuali perjanjian-perjanjian yang secara tegas dan menurut undang­

undang tidak dinyatakan demikian. 
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Kecuali untuk s1sa pinjaman jangka panjang sebesar USD 

2.787.450, Kreditor Sindikasi dan PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN wajib 

tmtuk mengeluarkan Surat Keterangan Lunas PT Sekar Laut Tbk, atas 

seluruh utangnya kepada PT. Bank BNI Tbk dengan yang telah 

dilaksanakan rencana perdarnaian ini. 

6. Aset Yang Dimiliki Qleb Perseroan 

Sesuai dengan laporan keuangan PT. Sekar taut Tbk tabun 2004, 

Perseroan memiliki kekayaan yang berupa tanah, bangunan pabrik1 mesin 

dan peralatan serta asset bergerak lainnya yang berupa kendaraan dengan 

nilai sebagai berikut : 

Aktiva tetap 

l.Tanah 

2. Bangunan dan Rencana 

3. Instalasi Pabrik 

4. Mesin dan Peralatan 

5. Kendaraan Bennotor 

6. Perlengkapan Kantor 

Nilai Buku (Rp) 

9,082,502,580 

8,678,776,059 

1,084,212,604 

7.454,424,959 

149,203,860 

29 612 279 

26,478,732,341 

Apabila perseroan bermaksud melakukan tindakan hukum yang berkaitan 

dengan pelepasan dan/atau pembebanan asset sebagai jaminan; maka atas 

hal tersebut Perseroan akan memenuhi ketentuan dalam Anggaran dasar 
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sepanjang Anggaran dasar mensyaratkan adanya persetujuan dari para 

pemegang sabam, maka sebelum dilakukannya tindakan Perseroan terSebut, 

perr;eroan akan menyelenggarakan RUPSLB untuk meminta persetujuan 

dari para pemegang saham. 

7. Pengalihan Utang Dan Piutang Sebelum Konversi Sa ham 71 

Setelah adanya ratifikasi atas Rencana Perdamaian) perseroan 

maupun pera kreditor masih dapat mengalihkan sehagian danlatau seluruh 

piutangnya kepada pihak ketiga, namun demikian segala ketentuan dan 

perr;yaratan yang Ielah disepakati dalam Rencana Perdamaian ini tetap 

herlaku dan mengikat terhadap piutang yang dialihkan dan pihak yang 

menerirna pengalihan tersebut. apabila para kreditor mengaiihkan sebagian 

dan/atau selu.'1lh piutangnya, maka kreditor baru yang memperoleh 

pengaiiban dari para kreditor haros tunduk dan taat pada Rencana 

Perdamaian inL 

Perr;eroan juga mensyaratkan, dalam hal kreditor bermaksud untuk 

mengalihkan sehagianlseluruh piutang yang telab disepakati, maka 

kewajiban tersebut wajib disampaikan kepada Perseroan sekurang­

kurnngnya J 0 (sepuluh) hari sebelum Perseroan melakukan pemasangan 

iklan panggilan RUPSLB kepeda para pemegang sabam yang 

mengagendakan penambaban medal sehubungan dengan konversi utang 

menjadi kepemilikan saham. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan 
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olen kreditor, karenanya mengakibatkan kesalahan dalam pembarian saham 

akibat debt to equity swap, maka atas bal tersebut menggugurkan kewajiban 

Perseroan untuk melakukan perubaban dari segala resiko yang mungkin 

timbul menjadi tanggungjawab kreditor. 

8, Benturan Kepentingan 

Dalam pelaksanaan restrukturisasi utang Perscroan ini, PT. Sekar 

Laut Tbk menjamin bukan merupakan transaksi yang mengandung banturan 

kepentingan transaksi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. 

DCEJ Tentang Benturan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam No.Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000. Oleh karena 

dalam restrukturisasi ini, tidak. ada benturan antara kepentingan ekonomis 

Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau 

pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, 

k .. aha 12 om1sans atau pemegang s ru utama . 

Apabila temyata dalam pelaksanaan restrukturisasi ini terdapat 

benturan kepentingan maka atas hal ini Perseroan akan tunduk kepada 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalarn Peraturan No. IX.E.I Tentang 

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang pada butir 2 berbunyi : 

,.Jika suatu tnmsaksi dimana direktur, komisaris, pemegang saham 
utama atau pihak. terafiliasi dari direktur, komlsaris atau pemega.ng 
sabam utama mempunyai Bentumn Kepentingan. Maka Transaksi 
tersebut terlebih dahulu harus disetujui oleh para pernegang saham 
independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu 

w Ibid, hal 15; 
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dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam 
peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan 
dalam bentuk akta notariil". 

9. Tindakan Yang Dilakukan Perseroan setelah Ratifikasi Rencana 

Perdaimaian7J. 

Jika Perseroan bermaksud melakukan tindakan-Hndakan hukum 

yang diperlukan guna kelangsungan dan kelancaran usaha Perseroan. 

sedangkan tindakan tersebut belum cukup diatur dalam Perdamaian ini, 

maka dengan ini kreditor menyetujui untuk memberi kuasa kepada 

Perseroan agar melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dengan 

ketentuan bahwa dalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, Perseroan 

harus tunduk pada ketentuan Anggaran dasar ataupun ketentuan peraturan 

pernndang-undangan yang berlaku. 

10. Jaminan Perseroan 

Perseroan akan selalu meiaporkan kejadian-kejadian penling yang 

terjadi di Perseroan kepada para pemegang saham (termasuk para pemegang 

saham eks k.reditor} dan para kreditor me!alui bursa dimana saham 

Perseroan diperdagangkan. 

11. Ketentuan Perubahan 

,, 
Ib.!_d, r . .;.l :_s; 
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Dalam usulan perdamaian PT. Sekar Laut Tbk mengajukan beberapa 

usulan dalarn kaitannya dengan ketentuan pembahan dalam pelaksanaan 

perdamaian, yaitu : 

(1) Selama kurun waktu setelah disahkannya Rencana Perdamaian 

sampai sebelum dilaksanakannya konversi atas utang menjadi 

kepemilikan saham, Perseroan dan sebagian atau salab satu kreditor 

yang mewakili sepersepuluh nilai utang tersisa dari golongan 

kreditor yang mengusulkan dapat melaksanakan penambahan 

danfatau pengurangan dan atau perubahan ketentuan~ketentuan yang 

telah disetujui dan telah diptuskannya oleh Pengadilan Niaga secara 

tertulis untuk golongan tertentu tersebut, sepanjang diajukan dalam 

suatu rapat kreditor yang disetujui oleh sekurang-kurangnya V, (satu 

per dua) dari nilai utang yang direstrukturisasi untuk golongan 

tertentu tersebut, Persetujuan ini hanya mengikat golongan kreditor 

yang melakukan tindakan terse but. 

(2) Dalam keadaan mendesak Perseroan dapat pula meminta persetujuan 

dan para kreditor dengan cara mengirimkan surat perrnohonan 

persetujuan dengan ketentuan disetujui oleh sekurang~kurangnya Yi 

(satu per dua) dari total nilai utang yang saat itu dimiliki oleh 

Perseroan untuk golongan kreditor yang mengusulkan perubahan. 

12. Kepatuhan Akan rencana Perdaimaian 
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Apabila Rencana Perdamaian ini telah diratifikasi oleh Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Perseroan dan seluruh 

kreditor wajib mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan~ketentuan 

yang telah disepakati dalam Rencana Perdamaian tersebut. 

Sebagaimana disebutkan dalam k.etentuan Pasal 286 UUK bahwa 

Rencana Perdamaian yang telah disahkan mengikat bagi semua Kreditor, 

selain kreditor debitor (Perseroan) pun wajib tunduk dan taat atas semua 

ketentuan dalam Rencana Perdamaian tersebut. 

Jika terjadi hal-hal yang belumltidak. cukup diatur dalam Rencana 

Perdamaian ini. maka kreditor dan Perseroan sepakat untuk mematuhi 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

D. Kelebihan dan Kekurangan Permohonan PKPU 

Dengan membaca pannohonan PKPU sebagaimana tersebut di atas, 

malta perlu diketl!hui kelebihan dan kekurangan dari permohonan PKPU 

dimaksud bagi Kreditor khususnya PT. Bank BNJ Thk. Adapun kelebihan dan 

kekurangan yang dapat dike!ahui sebagai berikut : 

1. Kelebihan Permohonan PKPU 

a) Berdasarkan data sisa barang jaminan yang ada dan dikuasai Oleh 

PT. Bank BNJ Tbk/KP2LN Jakarta Ill untuk PT. Sekar Laut Tbk, 
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barang jaminan yang diikat dengan hak tanggungan senilai Rp. 

350.008.959,00 sedangkan sisa hutang sebesar Rp. 

54.308.354.435,40. 

b) Jika dinyatakan pailit, maka kedudukan PT. Bank BNI Tbk!KP2LN 

akan semakin sulit untuk dapat pengembalian utang yang lebih 

besar, jika melihat komposisi dan besaran kewajiban yang harus juga 

dipenuhi terhadap kreditor lain dengan jaminan atau harta yang 

dimiliki oleh PT.Sekar Laut Tbk. 

c. Selain itu, dengan beljalannya kembali usaha PT. Sekar Laut Tbk 

mernpunyai dampak berupa : 

l) mampu memberikan daya serap tenaga kerja yang cukup besar 

sehingga dapat membantu hajat hidup orang banyak 

2) menambah pendapatan negara dari sektor pajak 

3) membantu memperlancar sektor usaha lain yang berkaitan 

dengan bisnis makanan. sehingga secara nasional dapat 

menggerakkan roda perekonomian. 

2. Kekurangan Pennohonan PKPU 

a. Penyertaan saham sementara ini baru akan kelihlltan hasilnya dalam 

waktu 1 tahun, apakah sesuai dengan prediksi atau pemohon tetap 

membeli kembali sahamnya, karena PT. Bank BNI Tbk tidak boleh 
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Januari 
65; 

melakukan penyertaan saham lebih dari 5(lima) tahun74
, sesuai 

ketentuan Bank Indonesia. 

b. Belum ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada PT. Bank 

BNI Tbk qq KP2LN dapar menerbitkan Sural Keterangan Lunas 

jika pembayaran dilakukan deugan konversi piutang menjadi sabam. 

c. Tidak adanya batas waktu yang jelas berapa lama PT. Sekar Laut 

Tbk berkewajiban untuk segera melaksanakan konversi piutang 

menjadi kepemilikan saham. Oleh karena pelaksanaan konversi ini, 

Perseroan wajib tunduk dan taat pada semua ketentuan Anggaran 

Dasar danlatau peraturan tentang Perseroan Terbatas dan/atau 

peraturan tentang Pasar Modal dan bursa yang berlaku di Indonesia 

serta peraturan~peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan 

konversi atas piutang menjadi kepemilikan saham. Sehingga belum 

dapat dipastikan pelaksanaan perdamaian dimaksud. 

Peraturan Bank I~donesia Nomor 7/2/PBr/2005 tanggal 20 
2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank EUMN, pasal 
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BABIV 
KONVERSI PIUTANG PT. Bank BNI Tbk 

MENJADI SAHAM DALAM PT. SEKAR LAUT Tbk SEBAGAI 
PEMBAYARAN UTANG 

A. Keputusan PKPU Untuk Restrukturisasi Utang 

Berdasarkan pennohonan PKPU tanggal I 0 Aguslus 2005 yang didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2005 

dengan register Nomor :08/PKPU/2005/PN.Niaga.SBY, oleh PT.Sekar Laut Tbk, 

Hakim Pengawas dan Pengurus mengundang semua krcditor pada tanggal 5 

September 2005 dan 13 September 2005 untuk mengadakan rapat kreditor75• 

Rapat Kreditor ini mernbahas rencana perdamaian yang diajukan oleh 

pemohon yaitu PT. Sekar Laut Tbk. Berdasarkan risalah rapat kreditor yang 

dilakukan beberapa kali selarna proses permohonan PKPU, terjadi beberapa 

perubahan dari rencana yang diajukan oleh pemohon, antara lain sebagai berikut : 

1. Jumlah hutang kepada PT. Bank BNl Tbk qq KP2LN/KPKNL Jakarta !I! 

untuk PT. Sekar Laut Tbk yang semula tidak termasuk biaya administrasi 

PPN menjadi/ditambah dengan biaya administrasi PPN sebesar 1 0%. 

2. Seluruh saldo bunga pinjaman di luar jumlah utang pokok yang 

terakumulasi kepada para kreditor hingga tanggal efektif pengadilan 

meratifikasi PKPU ini semula diminla untuk dihapuskanldibebeskan. 

Namun akhimya saldo bunga hanya dikurangi sebesar 50%. 

n Putusan Pengadilan Niaga, Perkara No:8JPKPUI2005/PN,Niaga Shy; 
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3. setetah rencana perda.maian disetujui maka kredhor diminta setuju untuk 

memberikan opsi membeli kembali (buy back option) kepada pemegang 

saham pendiri (founders) sebesar 25% dari seluruh saham yang diterirna 

sebagai hasH koversi yang diajukan semula dengan nilai Rp. I, akhimya 

sepakat menjadi Rp. 500 perlembar sabam dalamjangka waktu I tahun. 

Berdasarkan hasH rapat itu juga diketahui bahwa kedudukan PT. Bank 

BNI Tbk qq KP2LN Jakarta III adalah sebagai kreditor separatis sebesar 0,1% 

(no! koma satu persen) dan kreditor konkuren sebesar 31,6% (tigapuluh satu 

koma enam persen} dari keseluruhan total tagihan yang diakui oleh 

pemohonldebitor. 

Dari data yang ada (pada sekitar bulan September 2005) di Bursa Efek 

Jakarta diketabui nilai sabam pada perdamaian terjadi dari PT. Sekar Laut Tbk 

adalab berkisar sebesar Rp. 425,-llbr Saham, debitor tercatat sebagai emiten di 

Burna Efek Jakarta". 

Reneana perdarnaian yang diajukan PT. Sekar Laut Tbk, yang isi 

pokoknya adalah restrukturisasi utang, setelab diadakan pemungutan suara, 

temyata mayoritas kreditor menyetujui, walaupun PT. Bank BNI Tbk!KPKNL 

Jakarta Ill dan BNP Paribas tidak hadir. Dengan basil tersebut di atas, 

perdarnaian tersebut dapat disahkan oleh Majelis Hakim karena tidak terdapat 

16 Resume Rapat KP2LN Jakarta !U, September 2005; 
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aiasan untuk menolak pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 285 ayat {2) 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU71
• 

Berdasarkan risaiah peljanjian perdamaian tanggal 21 September 2005 

yang ditandatangani oleh pemohon dan para kreditor, maka pada tanggal 22 

September 2005 musyawarah majelis hakim yang terdiri dari Sunaryo,SH,MH 

sebagai ketua majelis hakim dan Ny. Sri Murwahyuni,SH dan Amir Mahdi, 

SH,MH sebagai anggota mengesahkan rencana peljanjian perdamaian menjadi 

peljanjian perdamaian yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada 

hari Senin, tanggal26 September 2005"-

Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis hakim merupakan 

undang-undang bagi kedua pihak yang membuatnya. PT. Sekar Laut Tbk dan 

Para Kreditar terikat untuk mentaatinya berdasarkan Pasal286 Undang-undang 

Kepailitan dan PKPU dan Pasal 1338 KUH Perdata. 

Majelis Hakim wajib mengesahkan perdamaian yang telah disetujui 

oleh Kredilor, Majelis Hakim tidak terlibat dalam pembuatan perda.maian 

tersebut, substansi dari perdamaian tersebut diserdhkan sepenuhnya kepeda 

debitor dan kreditor untuk menegosiasikannya. 

Adapun Hasil keputusan PKPU tersebut di atas, peda intinya memuat 

2(dua) hal, yaitu": 

71 Putusan Pengadilan Niaga.ap.ciJ. hal I ! ; 
78 Ibid, Butir Memutuskan, hal IJ; 
19 Jbid,pasal6; 
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1. Konversi Piutang Menjadi Saham 

a. PT. Sekar Laut Tbk terhadap semua jumlah hutang pihak pertama kepada 

Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, 

Malvina Investments Limited dan BNP Paribas Singapore Branch yang 

seluruhnya berjumlah USD 27,J74,500 (dua puluh tujuh juta delapan 

ratus tujuhpuluh empat ribu limaratus Dolar Amerika Serikat) sebagian 

saham sebasar USD 25,087,050 (dua puluhlima juta delapan puluh tujuh 

ribu lima puluh Dolar Amerika Serikat) akan dilmnversi menjadi 

kepemilikan saham PT. Sekar Laut Tbk dengan perhitungan 

sebagaimana tabel berikut: 

Total saham sebelum pelaksanaan rencana perdamaian: 

I) Modal Saham Disetor : 

75.600.000 lembar saham @ parvalue Rp.SOO ~Rp 

37.800.000.000,-
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2) Total Saham setelah pelaksanaan rencana perdamaian: 

690.740.500 lembar saham @parvalue Rp500 = 

Rp.345.370.250.000,-

b. Terhadap hutang PT. Sekar Laut Tbk kepada PT. Bank BN! Tbk qq 

KP2LN Jakarta lll sebesar Rp 54.308.354.345,- dikurangi bunga 50"/o 

sebesar Rp 10.995.604.345,- selurubnya dikanversi menjadi kepemilikan 

saham dengan perhitungan bunga sebesar 50% sebagaimana tercantum 

dalarn label di atas. 

2.Pembayaran Bertahap terhadap Kreditor Sindikasi 

PT. Sekar Laut Tbk akan melakukan pembayaran berlabap terhadap 

jumlah sisa hutang pihak pertama kepada kreditor sindikasi yakni Omnistar 

Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, Malvina Investments 

Limited dan BNP Paribas Singapore Branch sebesar USD 2,787,450 (duajuta 

delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dolar amerika) arnu I 0% dari 

total hutang pihak perlama kepada kredltor sindikasi akan dibayar secara 

berlabap tiap 3(tiga) bulan sekaii selama 8 tahun, palunasan terakhir tanggal 31 

Oktober 2015. 

B. Pefaksanaan Konversi piutang Menjadi Saham 

Keputusan Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya 

Nomor :8/PKPU/2005/PN.Niaga Sby tanggal 26 September 2005 mengesahkan 
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rencana perdarnaian yang diajukan oleh pemohon, maka sesuai dengan pasal 286 

Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang 

menyatakan bahwa perdamalan yang disahkan mengikat semua kreditor, kecuali 

kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaianlW. Dalam pelaksanaan 

perdamaian PKPU dengan konversi piutang menjadi saham ini, ada beberapa 

ketentuan umum yang menjadi kesepakatan yang mengikuti perdamaian ini~ yaitu : 

I. Pada tanggal pelaksanaan", yaitu suatu tanggal dimana Perseroan akan 

melakukan l«>nversi atas utang menjadi kepemilikan saham Perseroan akan 

melakukan kompensasi (dalam proposi yang sesuai) jumlah konversi terhadap 

penerbitan s&ham biasa kepada para kreditor, Saham biasa yang mana akan 

dikonversikan pada harga pelaksanaan yang sama dengan harga nominal 

saham yaitu Rp 500,- (lima ratus rupia.J,) per !em bar saham, 

2. Segera setelah Rencana Perdamaian ini diratifikasi!homologasi oleh Majlis 

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Perseroan 

berkewajiban untuk segera melaksanakan konversi atas utang menjadi 

kepemilikan saharn. Dalarn pelaksanaan konversi ini Perseroan wajib tunduk 

dan taat pada semua ketentuan Anggaran Dasar danlatau peraturan tentang 

Perseroan T erbatas danlatau peraturan ten tang Pasar Modal dan bursa yang 

berlaku di Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan 

peJaksanaan konversi atas piutang menjadi kepemilikan saham82
. 

30 indonesia, Undang-undang Nomor :34 Tahun 2004pp.cit, pasal281 ayat (2); 
81 Rencana Ferdamaian, op.cit. hal 11 ~ 
Sl !bid· 

' 
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3. Pelaksanaan konversi piutang menjadi saharn mengikuti peraturan. 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No: IX.D.4 Tentang Peningkatan 

Modal Dasar dan Modal Disetor untuk keperluan Penambahan Modal Tanpa 

Hak memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

NO. Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998, butir 4 (empat), yaitu : 

•• Dalam hal penambahan modal dilaksanakan tanpa melalui Penawaran 
Umum, maka emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan 
tersediannya informasi kepada pemegang saham selambat-larnbatnya 
14 (emapat belas) hari sebelum RUPS yang antara lain memuat analisis 
dan pembahasan manajemen perusahaarunengenai kondisi keuangan 
proforma perusahaan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham 
setelah penambahan modal dan alasan bahwa penambahan modal tanpa 
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan pilihan terbaik bagi 
seluruh pemegang saham, dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan". 

4. Dalam melakukan konversi piutang ini, Perseroan akan menerbitkan saham 

dengan mematuhi ketentuan-ketentuan penerbitan konvcrsi saham sebagai 

berikut: 

a. Penerbit PT. Sekar Laut, Tbk. Instrumen Saham dalam bentuk rupiah 

biasa yang tercatat di PT.Bursa Efek Jakarta (BEJ) berjumlah +/-690 

juta lembar saham Hak-hak pari pasu dengan saham biasa lainnya 

milik Perseroan parValue Rp.500,- Harga Penerbitan dikonversikan 

pada Rp.S00,-83
. 

b. Pelarangan penjualan kreditor setuju untuk tidak mengadakan transaksi 

saham apapun yang berhubungan dengan konversi saham biasa mereka 

yang akan bertentangan dengan ketentuan mengenai pengambilalihan 

Bl Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Nomor :08/PKPU /2005/PN.Niaga.Sby, pasal6 ayat lA; 
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saham di Indonesia atau bertentangan dengan Peraturan BAPEPAM 

dan bursa yang berkaitan dengan hal tersebut84
. 

c. Lock Up Period perseroan dan kreditor setuju untuk mengikuti 

ketentuan tentang lock up (larangan untuk melaksanakan transaksi 

penjualan saham)dalam waktu tertentu, sesuai peraturan Bapepam dan 

bursa yang berkaitan. Dengan demikian, setelah piutang dikonversikan 

menjadi kepemilikan saham basil konversi tersebut. dapat diperjual 

belikan, kecuali apabila hal tersebut dilarang oleh anggaran dasar 

perseroan, peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal, 

Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan bursa yang berlaku 

di Indonesia85
• 

d. Saham-saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan untuk kepentingar1 

ini adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama kreditor dan 

atau kustodian yang diberi kuasa oleh kreditor. Dalam pengeluaran 

saham ini Perseroan tidak akan mencetak surat saham, nanum saham 

yang dikeluarkan adalah saham scrip/ess (saham elektronik) yang 

selanjutnya akan disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia86
. 

e.Untuk kepentingan konversi piutang tersebut, para kreditor diwajibkan 

untuk memiliki rekening di Bank Kustodian atau anggota bursa yang 

tercatat di bursa efek dimana saham Perseroan diperdagangkan. Semua 

84 Rencana Perdamaian,lbid, hal 12; 
8

' Ibid; 
~~~Ibid; 
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biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan rekening tersebut 

menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh kreditor. Tanpa 

dimilikinya rekening di bank kustodian atau anggota bursa, maka 

perseroan tidak dapat mendistribusikan saham basil konversi kepada 

kredltor dan atas kegagalan ini menjad1 risiko para kreditor. Dengan 

telab dilaksanakannya konversi atas piutang menjadi kepemilikan 

saham, maka seluruh utang perseroan dinyatakan telah dibayar lunas, 

karenanya semua perjanjian kredit temtasuk sumt berharga dinyatakan 

tidak berlakulberakhir81
. 

f. Sehubwtgan konversi dalam peayelesaian Utang tersebu~ maka 

kreditor membebaskan perseroan terhadap segala kewajiban 

pembayaran ualam ben!Uk apapun kepada kreditor". 

g. Hal-hal lain yang belum eukup diatur dalam Rencana Perdamaian guna 

pelaksanaan konversi utang menjadi kepemilika.n saham1 maka kreditor 

dan Perseroan sepakat un!Uk tunduk dan taat pada ketentuan Anggaran 

Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal 

dan peraturan bursa, Undang-undang Perseroan Terbatas pada 

Peraturan Pemerintah No.l5 Tahun 1999 tentang bentuk-bentuk 

Tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran 

Saham119
• 

111 Ibid; 
~<>~Ibid hat 13; 
89 Ibid; 
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h. Perseroan dan/atau salah satu kreditor atau sebagian kreditor nanti di 

kemudian hari atas kesepakatan bersama diantaranya (golongan 

kreditor) dapat melakukan parubahan atas cara maupun bentuk atau 

tempo pembayaran yang ticiak sebagaimana mestinya di atas, dan atas 

hal tersebut Perseroan dan para kreditor sepakat untuk menuangk:annya 

dalam suatu pOJjanjian tersendiri yang disetujui oleh sekurang­

kurangnya 1'\ (satu perdua) dari seluruh nilai utang kreditor dari 

golongan kreditor keuangan, yang masih barus dibayarkan oleh 

Perseroan untuk kepentingan ini, sehingga karenanya tidak 

memerlukan lagi parsetujuan seluruh kreditor dan atau parubahan 

ratifikasi rencana perdamaian dengan pemW1gutan suara mela1ui 

Pengadilan Niaga90
• 

5. Sesuai Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Nomor :08/PKPU /2005 

/PN.Niaga.Sby, pasal 7 dan 8; maka masih ada beberapa ketentuan yang 

khusus yang horus dilakukan oleh para kreditor yang wajib dijalankan, yaitu : 

a. Para Kreditor Sindikasi, Omnistar investment Holding Limited_ 

Shadforth Agents Limited dan Malvina Investments Limited harus 

melepaskan seluruh jaminan berupa jaminan fiducia, hak tanggungan 

dan corporate guarantee dan lain-lain setelah dilakukan konversi 

piutang menjadi kepemilikan saham dan setelah pembayaran bertahap 

diselesaikan, jika melihat putusan atau kesepakatan maka kreditor baru 

wlbid; 
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berkewajiban melepaskan jaminan fiducia, hak tanggungan dan lain­

lain setelah 8 (delapan) tahtm. 

b. Akan tetapi PT. Bank BNI TBK Tbk qq KP2LN Jakarta Ill harus 

melepas seluruh jaminan berupa hak tanggungan, personal guarantee 

dan corporate guarantee setelah dilakukan konversi piutang menjadi 

kepamilikan saham, demikian pula dengan BNP Paribas Singapore 

Branch harus melepaskan seluruh jaminan berupa hak tanggungan, 

fiducia dan Corporate Guarantee seteJah dilakukan konversi hutang 

menjadi kepemilikan saham dan setelah pembayaran pertama 

diselesaikan. 

c. PT. Bank BNI Tbk qq KP2LN Jakarta Ill harus memberikan Surat 

Keterangan Lunas atas seluruh hutang-hutang dari PT. Sekar Laut Tbk 

kepada pihak pertama setelah konversi hutang menjadi kepemilikan 

saham Ielah selesai dilakukan oleh pihak pertama kepada PT. Bank 

BNI, Tbk. 

d. Apabila pelaksanaan (implementasi) restrukturisasi Utang yang berupa 

konversi piutang menjadi kepemilikan saham telah dilaksanakan dan 

para pemegang saham pendiri (founders) mengulami dilusi yang cukup 

besar. Maka guna memberikan apresiasi atas upaya para pemegang 

saham pendiri menja!ankan dan mengernbangkan perseroan selama 

lebih dari 30 (liga puluh) tahun dan memberikan semangat begi para 

pemegang saham untuk tetap menekuni usaha ini serta untuk tetap 

106 Universitas Indonesia 

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH UI, 2008



mempertahankan kepemilikan saham para pemegang saham pendiri di 

perseroan, maka para kreditor sindikasi setuju untuk memberikan opsi 

membeli kembaii 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh sabarn 

biasa yang diterbitkan untuk kepentingan kreditor keuangan kepada 

para pemegang saham pendiri dengan harga Rp I,- (satu rupiah) per 

lembar saharn, dalam jangka waktu 1 tahllil. Perseroan akan 

menyisihks:n sejumlah 25% (dna puluh lima persen) dari totaljumlah 

saham baru yang dikeluarkan untuk kepentingan kreditor untuk 

selanjutnya dijual kepada para pemegang saham pendiri. Saham yang 

akan dijual kepada pam pemegang saham pendlri berasal dari saham 

baru yang diterbitkan o1eh perseroan kepada para kreditor, karenanya 

pacta saat pelaksanaan konversi piutang menjadi saham. jumlah saham 

yang akan diseruhkan kepada masing-masing kreditor kepada para 

pemega.'lg saham pendiri dan manajemen, maka jumlah saharn yang 

akan diterima oleh pera kreditor akan berkurang secara propersional. 

6. Menurut Peraturan Baak Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 

2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN, ketentuan umum ayat 

II menyatakan bahwa pernyertaan Modal Sementara oleh Bank pada 

perusahaan debitor untuk mengatasi kegagalan kredit (debt to equity swap), 

terrnasuk penanaman daiam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) 

dengan opsi saharn (equity option) ataujenis transaksi tertentu berakibat Bank 

memHiki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitor. 
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Pernyertan Modal Sementara ini, diperbolehkan dengan syarat tidak 

melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitor 

tempat penyertaan saham telah mernperoleh laba kumulatif dan sudah harus 

dihapusbukakan dari neraca Bank". 

C. Aspek Perpajakan Dalam Konversi Piutang Menjadi Saham 

Sesuai Sural Diljen Pajak Nomor :S-298/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 

2003 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perubahan Utang 

Menajadi Modal (debita equity swap)'' menyatakan bahwa Yang menjadi Objek 

Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kernampuan ekonomis yang 

diterima atau diperolah Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia manpWl 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konswnsi atau uutuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalarn bentuk 

apapun1 terrnasuk an tara lain bunga dan kem1tungan kanma pembebasan utang93
. 

Besarnya Pengbasilan l<ena Pajak bagi Wajib Pajak dalarn negeri dan bentuk 

us aha tetap94
, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan : 

I. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

tennasuk antara lain biaya bunga; 

~~ Peraturan Bank Indonesia Nomor 712/PBJ/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian 
Kualitas Aktiva Bank BUMN, pasal65; 

9~hup:l/solusiakumansLcum/diakses tanggal 29 Juni 2008; 
?J lndone:.ia: Undang·Undang Nomor t7 rahun 2000, ada Pasal4 ayat(J) huruffdan hurufk~ 
~ Jbid,pasai 6; 
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2. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : 

a. telah dibebankan sebagai biaya dalarn laporan laba-rugi komersial; 

b, telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri 

atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau 

adanya perjanjian tertuJis mengenai penghapusan 

piutanglpembehasan utang antara kreditor dan debitor yang 

bersangkutan; 

c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 

d. Waj ib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, 

e. yang pelaksanaannya diatur lebih ianjut dengan Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak. 

Jika dilihat keputusan pembayaran utang dengan konversi saham di 

dalam PKPU PT. Sekar Laut Tbk, maka dapat diketahui bahwa transaksi 

peruhaban piutang menjadi modal (debt to equity swap) dimaksud 

merupekan peleburan dari dua transaksi yang dHakukan secara 

bersamaan, yaitu transaksi pelunasan utang, dan transaksi penye.rtaan 

modal, sehingga meniadakan transaksi kas. Atas transaksi perubahan 

utang menjadi modal (debt to equity swap) pada PT. Sekat Laut Thk, 

sepanjang debt to equity swap dilakukan dengan nilai yang sama antara 

pelunasan utang dan penyertaan modal, yakni sebesar nilai huku utang 
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terakhir, maka tidak ada konsekuensi perpajakan seketika. Dalam hal 

utang (sebesar nilai buku terakhir) dilunasi melalui perubahan bentuk 

menjadi penyertaan modal yang jumlahnya lebih kecil, maka selisihnya 

merupakan keuntungan karena pembebasan utang bagi debitor dan 

penghapusan piutang bagi kreditor berdasarkan suatu perjanjian. 

Sebaliknya apabila jumlab penyertaan modal lebih besar dari nilai buku 

terakhir utang yang dilunasi, maka selisihnya merupakan penghasilan 

bunga bagi kreditor dan biaya bWiga bagi debitor. 

Banyaknya jumlah lembar saham yang diperoleh dari transaksi debt to 

equity swap tersebut tergantung pada nilai saharn yang dijadikan acuan. 

Lazimnya setoran modal saham didasarkan atas nilai nominal, kecuali 

apabila terdapat kesepakatan debitor dan kreditor l!ntuk menggunakan 

nilai tertentu atau dalam hal penyertaan modal dilakukan melalui initial 

public offerring (!PO) yang menggunakan harga pasar. Dalarn hal 

digunakan nilai kesepakatan atau harga pasar, maka akan menimbulkan 

agio atau disagio penyertaan modal bagi eks kreditor yang bersangkutan 

yang tidak ada konsekuensi perpajakannya seketika. 

Konsekuensi perpajakan baru muncul pada saat opsi membeli kern bali 

(buy back option) kepada pemegang saham pendiri (founders) sebesar 

25% dari seluruh saham ymtg diterima sebagai basil konversi yang 

dilakukan dengan kesepakatan senilai Rp. 500 per\embar saham dalam 

II 0 Universitas Indonesia 

Restrukturisasi Utang.... Sigit P. Nugroho, FH UI, 2008



jangka waktu l tahun, jika dibandingkan dengan harga pasar, maka akan 

menimbulkan agio atau disagio penyertaan modal yang berarti ketentuan 

perpajakan berlaku. 

D. Kendala-Kendala Pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Sabam 

Berdasarl<an Keputusan PKPU tersebut di atas, ada beberapa hal yang 

menjadi kendala dalam pelaksMaannya. yaitu : 

I. Tidak jelasnya penerbitan Sura! Keterangan Lunas, apakah oleh PT. Bank 

BNI Tbk atau KP2LN Jakarta ill , dalam keputusan disarnpaikan bahwa 

surat keterangan ~unas diberikan pada saat PT. Bank BNI Tbk menerima 

konversi saham, jika demikian maka akan lebih baik jika PT. Bank BNI 

Tbk yang menerbitkan Surat Keterangan Luna::;. karena disamping piutang 

terSebut pada dasamya adolah piutang PT. Bank BNI Tbk serta eksekusi 

pelaksanaannya adalah pada saat PT. Sekar Laut Tbk menyerahkan saham 

kepada PT. Bank BNI Tbk sehingga transakai ini dapat dilakukan 

sebagaimana transaksi bisnis biasa {bussines as ussual). 

2. Namun apabila surat keterangan lunas ini harus dikeluarkan oleh KP2LN 

Jakata ill maka akan mendapat kendala karena sesuai Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor :300/KMK.Ol/2002 pasal 324 ayat 2(dua) menyatakan 

bahwa surat pernyataan piutang Negara lunas baru bisa diterbitkan jika 

berdasarkan hasil bukti verifikasi dan bukti pembayaran s:udah diterima 

melalui rekening PPN Bendaharawan Penerima KP2LN Jakarta 1!1. 
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Sehingga pelaksanaannya hams mendapat izin Menteri 

Keuangan, hal ini menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu, karena 

keputusan Menteri Keuangan ini menjadi legitlmasi terhadap suatu 

tnmsaksi yang masih belurn pasti pelaksanaannya, dengan alasan bahwa 

keputusan hakim atas permohonan PKPU wajib dilaksanakan oleh para 

pihak. Bagaimana jika dikemudian bari diketahui temyata dalam prosedur 

pengajuan PKPU tidak sesuai dengan ketentuan? bagaimana jika pada 

pelaksanrum buy back option temyata dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun 

atau tidak sesuai kesepakatan? Bagaimana jika temyata terdapat kerugian 

negara dalam transaksi ini? Siapa yang menanggung resiko, PT. Bank BNI 

Tbk yang rnernberikan kredit kurang memperhatikan nilai jaminan dan 

tidak hadir dalam rapat kreditar? KP2LN Jakarta Ill? Menteri Keuangan 

atau Hakim Pengadilan Niaga Surabaya? atau Kreditor Sindikasi? dan 

banyak pertanyaan lain yang cukup rnengkhawatirkan penulis. 

3. Dari data yang dikeluarkan PT. Sekar Laut Tbk, (terla~npir) diketahui PT. 

Bauk BNI Tbk masih memiliki saba~n 12,5% saham dari PT. Sekar Laut 

Tbk, Buy Back option itu adalab hak dart Debitor, sehingga PT. Bank BNI 

Tbk akan cukup kesulitan jika memaksa PT. Sekar Laut Tbk rnembeli 

dengan harga Rp 500,· perlembar sebagaimana yang dijanjikan, sedangkan 

di Bursa Efek Indonesia/Jakarta harga sabam PT. Sekar Laut Tbk tersebut 
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" 

berkisar bemilai Rp 148 antara tahun 2007 sampai maret 200895
, sehingga 

besar kemungldnan PT. Bank BNI akan rugi ± sebesar Rp 30 milyar, jika 

saham dilepas dipasar sekarang, akan leta pi diwaktu yang akan datang juga 

tidak ada jaminan saham akan senilai atau lebih tinggi dari harga sekarang, 

, diakses. 
tanggal ~S Juli 200&~ 
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A. Kesimpulan 

BABV 
PENUTUP 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada, setelah dilakukan analisa 

dengan beberapa landasan tear! dan pelaksanaan restrukturisasi utang dengan pola 

konversi piutang menjadi saham, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan 

sebagai berlkut: 

I. Melumisme pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang (PKPU) 

yang dilakukan oleh PT. Sekar Laut Tbk, di Pengadilan Niaga Surabaya, 

adalah dengan cara Pengalihan pinjaman PT. Pangan Lestari kepada PT. 

Sekar Laut Tbk, penghapusan saldo bunga pinjaman, penetapan jumlah 

hutang yang akan dibayar secara bertahap, konversi utang menjadi 

kepemilikan saham dan pemberian opsi membeli kemba\i (huy back option) 

saharn. 

2. Pelaksaru!an resttukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi 

saham yang disetujui dalam PKPU adalah Perseroan aksn menerbitkan 

saham be!jumlah +1-690 juta !ember saham parValue Rp.SOO,~ serta 

melakukan kompensasi dalam proposi yang sesuai dengan jumlah konversi 

piutang terhadap penerbitan saham biasa kepada para kreditor, dengan 

kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak sesuai 

keputusan Pengadilan Niaga Surabaya dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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3. Konsekuensi dari keputusan Pengadilan Niaga Surabaya atas permohonan 

PKPU PT. Sekar Laut Tbk, adalah PT. Bank BNI Tbk dan KP2LN Jakarta 

III walaupun dalam situasi yang sulit, harus memenuhi bunyi putusan 

pengadilan denga.n konsekuensi kerugian atas ketidakpastian atas harga 

saham. 

B. Saran 

Keputusan pengadilan niaga atas permohonan PKPU PT. Sekar Laut Tbk yang 

menyetujui restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham. akan 

menjadi tidak beJjalan dengan semestinya jika ada kreditor minoritas yang dirugikan 

karena kalah suara dala rapat kreditor. untuk itu penulis berpendapat bahwa hakim 

pengadilan niaga sebaiknya tidak hanya melihat proses perundingan dari segi hukum 

acaranya akan tetapi Hakim diharapkan juga melihat subtansi yang dirundingkan 

se(-~Jngga diharapkan mernbantu kreditor rninoritas memperoJeh haknya. 

Disamping hal tersebut diatas, penulis berpendapat perlu adanya peraturan yang 

khusus rnengatur hagaimana perundingan atau rape! kreditor dilakukan dengan lebih 

rinei yang tujuannya membuat kreditor-ckreditor dilindungan hak dan kewajibannya 

sehingga perundingan yang adil untuk semua pihak dapat dipertahankan. 
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116 !lOCUlllO 
13$.001l.OOO 
m.ooo.ooo 

~3.J 12.7JO.o.il.• 
!2J m>.:!50.o!lo 
61.660..100.01)0 
7'il_;n::.z~O.Of:IO 
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Pem~ll>\8 Stlu.m ~3/SA/t.l.m 

--~--- -~- --
I'" f. "'""*'JI; San Js~n&.J~J 

!larry $u-.il0 3.99M!.l0 
H4'1)" S\>11\l,E<> 4l:OOO 
Lo:l&.· O·~n•di 432.000 
Hurry Lukmilil :<7;)J!CO 
H~n'-' Fo;;n>~< la>"J :no.oco 
UN\ .846?5.1% 
tlm~~o~;u- In~ I{ L!d 1S~9SIJ.J"5 

Shid"('=lf11u1.lld 9?490.000 
Mlil\'lna In•· ltd. l!i~IH7~ 

\htlvar<\klll 
rhPem!li~"~~ mal>lll!i· 
n<al!n!! kur~n~dari ~' l 2\.GilQ,\))Q 

---- ·--~74(l·;o.:,~~-

Hv.-y Sun<)!>') 
Pttllid~n Dml'l«ut 

f'.a~ 

FT. SEllAR IAVT. Tbl<. 

PrOl!to~ 1\lmhl! 

---·-··--~ 

16.16~· ".!-,)C-i\001.' r.r~<l 

-.1,511% r 'Ht t:!;.ur.,o 
O.CS% 2\0I.XJOI}C(J 

0.011% 2l601X1.1X.Y 

""" IJS i!IJ!l.Qi)(o 

/JJ'M% !)$)Ai!".U11~ 

JH4% .lJ ;!.! ::so.oou 
l6,1i% '!2 ·191l ·S'Utll! 
O,J'}% 'l:i.~~~-~tli.J(Ili 

l'l.,21% Y>.-l~i!JJ15'10 

J.IJ% lfUNO >)>)') lW 

100% --- J;;~·_;?,;?!~o~:;£ 
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PENGUMUMAN 
Laporan Kepemilikan Saham 
PT Sekar Laut Thk {SKLTl 

(!'ereatat Di Papan : Pengemhangan) 
No.Peng-1346/BEI.PSR/LKS/07-2008 

(dap11t dilihat dj internet: http://www.idx.co.id) 

PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08 Juli 2008 Ielah menerima surat dari PT ED! 
Indonesia No.009/MD-07nl2oo8 tanggal 07 Juli 2008 mengenai laporan kepemilikan 
efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh dan 
daftar koiJl!losisi pelllilik erek PT Sekar Lout Thk periode Juni 2008 sebagaimana 
terlampir (lampiran 4lembar). 

Demikian pemberitahuan yang disampaikan PT EDI Indonesia. 

Jakarta, 08 Juli 2008 

I Gede Nyomon Yetna Supandi 
Ph. Kopala Divisi Pencotatau Seklor Rill KepaJa Divisi Penlsgangan Sabam 

Tcmbusan Ytlt. : 
I. Ketua Badon Pengawas Pasar Modal & LK; 
2. Kopala Biro Tmnseksi dan Lemba,ga Efek Bapepam & LK; 
3. Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapapam & LK; 
4. Pusat Referensi Pasa.J;' Modal; 
5. Direksi PT Sekar Lout Thk. 
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~ .• ......... 
................... ,,.,. (111 ..... ~.... ,_ - .. ....,...,_ ... ~,.-

No. : 009/MD4Ylf7j20Ci5 
lamp ; 4 (empaQ r.:mgkap 

Kepada Yth. 
t<ctua &dnn PengaWIIS Pasar Modal 
JL Dr. WMidinNc.l 
LapMSa.n Banteng 
Jakarta Pusnt 

--·""""""" .... ~u--....~_.. •. oo.;-.,...._.,.,.,.___. 
n. . ..:~-"''""'''"""·~"D ""u 
~~-, .. ~.,.. ... , ....... ....., ~Q~"> --.... ---~ 

P¢ri.hd; lapur.m Kegji;lao Opmslomd Bulagan 
feriode 1-30 fun! 2f,)Q§ 

1. Bcrsarro11 lni kami Silmpaikar. tapotan Kt:giutan Opcrasiori.:U 5ulamm ~We 1- 30 
juni 2008 d.lri Emitro yang knmllangani (Daflar Emitcn tcrlampit) 

Z. Adapunlapar.m torS<.!l .... l t~difi dari : 
a, Laporan Ke~r. Efuk y<mg rrwnrn.pai 5~ atau Jcbih d~ri Mlhact yang 

ditcmpatkan dan diSl'tor penuh 
b. lApomn Kcgiatan Rcgistr.Jsi 
c. D~ KompO.\isi Perrulik l::{ek 
d. Onftllf Komposilii Dcoomlrut.<i Surat E(\lk 
e. Daltar P>myebar.m Efek 

Tcmbtlson: 

Yi. EDI Ind®CSia 
Oivisl Bim Adminit•trasl Efi!'k 

1. Di.MksJ PT. Bum Efek Im,ionl!sia 
2. Emit.:n 
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Forml.llll: X.H 1-1 

LAPORAN KEPEMILIKAN EF5K YANG MENCAPA16% ATAU LEBIH 
DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH 

Emiton PT SE.KAR LAUT, TBK 

BAE. PT ED! INDONESIA 

Per Tanggal 30 Juni 200& 

Poralur;an Nomor: X.H 1 

["f:: NAMA -----i.- ---ALAMA.T KOTA STATU-~-~~~l---~~~~IU~l 
1 1 ALAMlAHSARl -- JLRA'i'ADARM023-25 T~ALSARl jSURABA'I'A ·-· . -----:... .J -- -,~ L I : 180,728,7~ 26.16 ~ 

1

2 1-MALVlNAlNvESTMENTLI~- n96DUN!OARNRoA0"'-13-02SIME -·--siNGiiP0RE'589472 -+--------- _·__ I 
OARBV CENTER A 118,915,57~ 17 22 % 

t
-- ~- aMNISi'AR INVESTMENT 'HOLDINGS 50AAFFLF.S pl.)l(;E;Jiz4-01 --- I SINGAPORE G4862J ] - ----- ------- --~---· ---;:1 

LIMITED SINGAPORE LAND TOWER I ' A I 184,980,37~ 26.78 j 
- PTBANK NEGAAA INDONEsiA --~ JL: JENDRAL suoiRIAANKAViLT 4, ... • JL. PRAPATAN ! -- ------· -- j 

iPERSER0)T131<.QQKP2LNJAKARTA JAKARTA 10220 i N0.10,JAKARTA : I 86~625, 1254% 
111 I 10410 ' , 

1

5 1 sHAoFoRrtf.(oeNTsuMneo --·--·~-JoR.MhesPLAcEr2J-a0cALT~t-srNGAP0REG4a622 -i ---~--.. ·· -----
! ' HOUSE I - ! A I 92,490. 13 JB •;. 

L__ 1 -----------· ·-·--·- ·---- ------------···-- -----
______ _I_ 
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Fotmbllr: X,l-t 1-1 

" LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAJ 5% ATAU l.EBIH 
CARl SAHAM YANG DIH:OMPATKAN DAN DISeTOR PENUH 

Emlton 

BAE 
PT SEKAR I.AUT, TeK 
PT EOIINOONESIA 

P•lllhUIW Nomor· >IH 1 

--,-------·-··-·-····-·-,--•c':'~T:':"'''~'::...' 30 Jvnl20013 l NO MAMA J ~-;---·----·-~-;;A--- ~ $'1'A~~-~~;... JUVI.AH i PEUJL~ 
- ... - -- ------------- ..L...:..:___ . . ·f _II 

JUIIILAH 663.7~0~ 00 !XI •.4 

'... . . 
Jakllrtn. 1 Juli 200!1 

PT E.OilNDONEStA 
OM II Bln:.> Allt\'lhtTsttasl Ef•k 

-~ 
~'!IJ~ 
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'" ·' -··· . ...--. _,. 

r-....u\U.U 
,.Al'.lli.RAn All.!lllll m~l&/.11 

BIIDAIAYA 
· Jilo\I..JOJj,) 5J.U,&5.Mlm 

. . ,--
I m.l\oQ4.l.AaO),o:;....u;;>t'. ~ 
I 1 (•ti) l!lfl Willa ,...._ 

I 1'011;11-111\ M1Jnm Pl"- ·---· 
·~lll·NMt.t!)!l;t 

1\e-pnt!.a. H•.t 

mt.n, Jakarta ux, ber~t 
ti .nn. h'~&tan x.. lO 

3W..ta, 10410 1 

Bebaga.i,, HUUo o ~11,)1{ ~ f 

- w ~ ..., •. S<lr ... , ·- ,.,_ Pll'lf 

~ --l.lli----~ 114 .... - ~ .... 
011/P.<I'fi/~/Pir. Ill- !llt.'r do.llltl ,._.,..., l'll>O, .-- <lhJII:.> • 

elm> • 

'llll!uldap • 

- JII:IP PA.RJ:US, ~~ •nuttncuuu -~~ •••n lARA.._.., JIIJW I 

-.. ... - - .lr.i 4>-l:w!.~ don 41.- ........,. ·- -
<fl.til r-s.ioo..,. ·'o,,...m..,. ll'ltoa ..,... ~,.. ""-' _....,.. , 

,l 
/ffiii:>!ILJ~~ ~A ~ 
r~ 
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PUTUSIIN '· 
l'[RKI\RII NOMOR : 081 PKPU I ~2~51 PN.NIJ\GII.S!JY. 

" OEMl Kci\OlLIIN !JEROI\SIIRI\J\N KETUHI\Nf\N YANG MI\HA ESI\ " 

· Pengadilan Nfl'ga pada Pengadilan Negeli_ Surabaya yang memeriksa - \ 

dan mengadm perf<ara-pert<ara pem1ohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) pacta lingkot pertama menjaluhkan Putusan sebagai seperti ---

tmseiJul di IHtwah lni dalam perltara permohonan dari : --~-

Pr"_§Et<J\R LJ\UT, Tgk., perseroan yang berlledudukan hukum dl-­

~-;ur<ihaya. IJer<tl~mat di Jillan Raya Dam1o Nomor --

23 - 25 3urab(lyc, dalam hal ini dih:dtsamd-.;(ln oteh --· 

111\RRY SUNOGO (llrekturUtama PT. Sekartaut 

Tbk., serta selanjutnya dalam hill inl di'~«~kili oleh -­

Kuasanya 1WIIN KU3WI\RD1. SH., A(!vokal. --

berkan~ot d1 Jalan Sampeyan No. 51 Malang. -­

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggai ---

11 Juni 2005, :selahjulnya disebut 

sebagai ............................. PEMOHON PKPU 

Tcrhadap ; 

1. !.!NP PARli31\S, Singapore Oranch, Tung Centre 20 Collyer -

Quay, Singapore, 049319 : --·-·----------

2. OMNISTI\R INV[STMENT HOLDINGS LIMITED, 138' Cecil­

Street # 11\-01 0, Cecil Court, Singapore 069533 ; 

3. SHADiQRJH AGENTS LIMITED. 30 Raffles Places I 23 • 00, 

Cattex~ouse, Singapore 048622 ; ---'---·---­
; 

4. MJ\L\IlNII INVESTMENTS LIMITED, 896 Ounearn Road ~ 

03 • 02, Slmc Drtrby Center, Singapore 589472 ; ·-~------

5. 1!1'21.1'1 J!!l<arta Ill, Jl. Prapalan No. 10 Jokarta 10410 ; 

PENG/\OilAN ~11/IGJ\ tersebut ; ------------------------

·reli<h mcmbaca be~f!s per~<ara inr : ~-----------·------­

To!ah mtmdeng:flr l;;elcr;mgcm dali Pemohon d<~n menc.mi al:.:tt buktf surnt -

l'l!l!l1. .................... . 
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yang ia <~iukan -~--~------·---------·-------~---

TENTANG OUDUKNYA PERKABA 

MenimiJC~ng, bahwa: Pemohon PKPU dengiln surett pennol10naonya 

lertang-gal m Aguslus 2005 yang didaftarkan dl_ Kepanfleraan PengRdilan -­

Negeti I Niaga Surabaya pada langgat 16 Agustus zoos dengan regtster -­

. Nonior : OBI PKPU 120051 PN.NIAGA.3BY. Ieiah meng•iukan permohonan -­

Pemmdaan r<ewajtban Penth;t\1aran Utang (PKPU} ; ----------

Mcnlmbang.,bahwa padil' pmmo!tonan PKPU Pemohon PKPU ada -~ 

mengajukan I melampirkan Renc~na Perdamaian tanggal Agusrus 2005 : -

Menimbang, bahwtl tcrhadap pem1ohomm PKPU, Pengadfla·n Niaga ·---­

flcngan pi.dusOin Nomor : O;J J PKPU 12005/ PN.SOY. dalam ilnliirnya ----· 

MENGAQILI : 

I. Mcng~bu/kan pumlohom:Ht Penumla<H1 Kewajlban Pembnyaran Utflnt~--­

darl P~mohon PT. Sokar lauf TIJk. untuk sementart'l :;•akrU se>lama 45 ~­

(empat puleh lima) harl terhitung sefelah putuscw ini diucapk.an ~ _..:...__... 

2. Menunjuk Sdr. EDDY NUGROHO, SH., H<tkim Pengadllan Nlaga p~de~ 

?engadllan Negeri Surai,Bya s:ebagai Hakim Pengawas ; 

3. Mengangkal Sdr. MARKUS SAJOGO, SH., darl MARKUS SAJQGO .S. 

AS30CIA TES A TTOilNEY & COUNSElOR AT LAW, herkantor di­

J«l,;~n Untung Suropafi No. 64 Surabaya seiJagai Pengurus : 

4. Mene(apkan Sldang Mttjelis Hakim pada hari KAMIS, 22 SEPTEMBER 

2V05, pukul lo.oo WID ; ----·----·--·----

5. 

6. 

, . 
Menetaplamblaya pengurusan harta dan lmi>alan jasa pengurus ---

dKenlukan kJmudian :- ------·-----­

MemiJebankJn wnva psrlumt kepada Pemohon seJumlah Rp. 5.000.000,· 

-(llina futa rupl6h) , -~---~-----~---*--·--·-----·-·-·-------­

Mtmimbang, bahvva pa(la sidang Majelis Hakrm, t<amis, 22 September • 

2005 didellgar debltor (Pemvholl PI<PU), Hakim Pengawas, Pengurus dan-

Kreditor ; ----------------· ------­

Menimlluflg, ballW<I d«rt laporan Hakim Pengawas dan Pengurus, setelah 
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\ 
diudakan rapal pemungutao suara (voting) tanggal 13 SeDtetnt>er .2005 tt{as­

nem:ann Perd{lm'aian, kreditor lJerjumlah 3 {liga) menyetujui secarn ;;~klamasi-

· atas R~ncana Perdama!an ; -------------

. · Menlmba~g, bl>hwa Rencana Perdamaian langgal Agustus 2005 yang­

felah diseh.ljuf afeh K!editor telilh dlbuatkan ringkasan y<tng merupakan bagian­

yang tktak terplsahkan dengan Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 ; -

Menimbang, bahwa ringkilsan Rencana Perdamtt!l:fn lersebut dib:ui judui 

Porjanjian Perdamaian (No.ll31 PKPU 120051 PN.N!AGI\,SBY., langgol -

2f Sentember 2005 yang isiny(; sebzgai benKut : ---~------

,. Pll~AK PERTAMA adalah PEMOHON dalam permohonan Penundaan­

KeWCtjlfJan Pembayaran Utang (PKPU} yang dfa:jukan di Pongadilan ~-

Niaga pada Pengadflan Hcgcri Surabaya d~ngan reg!s!er Nomor ·---
. 

031 PKPU 120051 PN NIAGASby. ; 

E PIH/1.1< KEOUA adalah Advokat yang dihmjuk berdnsarkan sural fwr~s.a -~ 

khusus, kUasa mana rnembertkan wewenang kepadanya un!.uk --~~ 

membenkan hak suara. membenKan persetujuan Hencana Perdamaian­

maupun PERDAMf1IAN yang dilawarl<an oleh PlflAK PERTAMA -

kepada PARA KREOITURNYA; -------------

"' PI flAK I'ERTAMA don PlflAK KEOUA Ieiah saling sepakal un!uk --­

menanda tangr~ni PERDAMAIAN ini yang merupakan peningkahm dart­

Rencan<t Perdamalan I maupun Rencana Perdamaian ll yang telah .~ 

dilerima oleh PI flAK KEDUA yang dlsampail<an secarn lison dalam­

Rapall<ret langgal 1 J September 2005 

·• Pasal I · 

Hutang 

PIHAK PERTAMA dall PT. PANGAN LESTARI sebagal DebUur balk send!rl­

sendiri mflupun bersam;:H;am:J dt~lam PERDAMAIAN lnJ mengaku dan w---­
tnenglkatkan dirt kepada pr/nslru~:t dart PIHAK KEDUA sebagal Kredlh.tr -

Sindlkasi jlka maslng.maslng mempunyal hutang kepada OMNISTAR --­

INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHAOFORTH AGENTS WAITED, 
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MAlVINA lf'NESTMENTS ltM!TEO, pengakuan d(ln pengikatan diri dtul -­

PlttAK Pl]1TAMA dlbenarhan dart oleh PIHAK KEOUA yang secara: Us~n­

le\ah dlbelikan ctihadapan llakim Penga¥r.Js maupun Pengurus PT. Sekar Laut, .. 
Tbk. pada Rapat K~ddurlanygal 13 September 2005 dengan perinclan-

. ;umlah hulang pokok~ebagal berikul : ·---------

1. OMNI5T AR INVESTMENT liOlDINGS LIMITED scbesar .... ·USO 6.3B2.350 

2. SH!\OFORTH AGENTS LIMIT!;O sebesar ............•.••........ USD 6.;04 .050 

MAlVINA. lNVESTMENTS LIMITED sebe~:mr ············~~·~~~:~~!L---· , 

l'a'sal 2 '1'1
1 22~ fl"'' 

Ois;.mplng Kreditur Slndi!msi di<tlas, PlHAK PERT/\MA juga mengaku dan -. 

· me~ikatkan diri kepada anggota sindik.asi yang lain seka"gus juga Agen dari-

Kredilur 3indikasi yaknl llNP PArUBAS Singapore Branch, Tung Cenlre 20 ~ 

Collyer Quay, Singapore 049319 lil\a PIHIIK PERT liMA mempunyai hutang • 

pol<ok kepada !JNP P/\RIG/\3 Stngapore Branch sebesar USD4.0-1o.750 ~ 
(empalMu enam raftM empat puluh lima ribu.rujuh ratus lima puluh Dollar ~---· () -, 

Amerik.a senkal{ pehgalman dan pengik1:1tan diri ini telah dituangkan serta -- t-=-
disampail<an dalam RENCANA PERDIIMIIIAN i"maupun RENCANA \ 

PERDIIMIIIAI'I II yang diajulmn dihadapan Hakim Pengawas don Pengurus -

PT. Sf.!kltr lcmt, Tbk" dalant Rapat Kreditur tanggi'Jl 05 Sr::ptember 2005 dan~ J 

langgal IJ Septeml:>er 2005 ·. ---· ·-------~ 
Pasal J 

PIHI\K PERTI\MA juga mengaku dan mengikalkan diri kepada PT. BANK -­

NEGARA /NOONESIA, Tbk (Persero) qq KP2tN Jakarta Ill, Jl. Pmpatan­

Nomor lO, Jakart~ 10-410 jika mempunyal hulang sebesar -----­

·Rp: 54.Jil&J54.J2J (Hma pulllh ·empat mHrer 1/ga ratus rlelapan jtKa til]a • 

mius limn pulul1 emrmf IifJo uga ralu~ dua pulull Nma ropiah) pengakuan­

dan pcngtkatan dirt inllelal! dituangkan serta disampalk.an dalam RENCANA -

PEI!OAMI\11\N I mUupun RENCIINA PEROAMAIAN II yang diajukan ---· 

dihadarnrn Ht-lkim Peng;:~was d<Jn Pengurus PT. Sekar l<:wf, Thk. dalam Rap-at 

' Kl~dilur /anggal 05 Sot>lember 2005 dan langgal 13 September 2005 ; -

I Btth'Nti .. , ............... .. 
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Pasal 4 

/ 
I 
\ 

-.. _ ·-
Oahwa padr~ saat Pengurus PT. Sekar Laut1 TbK. mengundang Para Kredil.ur­

yang dil\enal maupun tidal~ dil\.enal dart f'lHAK fiER.TAMA unluk hadir dC~Iam -

Rapat KredHur guna fengajukan dan memveri!ikasi pi!llangnya, BNP PARI BAS 

Singapore Ornnch, ·1\'"g Centre 20 Collyer Quay, Singapore 04!r:ll9 sebagal 

KredHur Sintlil<asi yong dikenal Pengurus PT. Sekar Laul, Thk. •ekalipun telah 

diJ}<tUggil secara patut, tidak hadir dan lictal~ pula mengirimkan vtakllnya guna ··-· 

lw1dir dalam Rapat KredJtur l~nggal 05 September 2005 maupun R<~pt:~l--­

Krodilur tt~uggal 13 September ?.005 ; ·~-------·--·-·---

rasa\ 5 

PT. 01\NK MEGA!1A IMOONESIA, Thll (Persero) qq KP2LN Jakarta Ill. Jl. • 

Prapalan f'lomor 10, Jaktuta pada ~aat Rapat Kreditm Pertama tanggal ·---

-05 ~eptember 2005 hndir dan memberikan penjelasan metalui surnt tertcmggal 

2:9 Agm;tu!'i 2005 Nomor :J- 1465/WPLOJ I KP,OJ /200~· deng<!n isi --­

seb4:1gaimana lampiran I daiam lembar lampirc:n yang menjadi solu kesaluan­

yang Udak tefl)isa!Jkan dart PERDAMAliiN lni, sedaogkllo pada Rapal Krednur 

yang kedua PT. 01\NK NEl:'->1\R/\ INDONESIA, Thk (Persero) QQ KP2LN - ~ 

Jakarta Ill, ,II Prapatan Nomor 10, Jakarta 10~10 lidak hadir dan lidak pula-
" mengirlmlwn waMnya : ----·-·--- ---------

Pasal 6 

Penyelesaian dan Pelak~tmaan 

PIHAK PERTAMA menyelesalkao seluruh kowa)lban hutangnya kepada --­

OMNISTAR INVESlMEMT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGEMTS -

liMITED, MALVIJ INVESTMENTS LIMITED, dan BNP PAAIBAS Singapore 

Branch dengan carif!tefakukan Restrukturisa~l melalul p~rmohonen Penundaan 

Kewajlhan rembilyaran ~llitilng Nomor 03/ PKPU I 2005 I PN.NIAGA.Sby. <fi­

Pengadilan Negerl Surabaya d<~n Ielah mengajukan RENCANA -~----­

PERDAMAIAN I maupun RENDANA PERDAMAIAN II yang Ielah diselujui -

oleh Kuasa dart Kredilur Sindiknsi yang hadir dalam Rapat Kredilur tanggal ·-­

IJ Seplembor 2005 clengun c~rn sollag~i bcrllml · ·-·-·----·---·-·-·-·-·-

II. A. KONVERSI ......... . 

\ 
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I. A KONVEI!SI MENJAOI KEPEMIUKAN SAfiAM ·--·-----

t. Dari semun jumlah hutang PfHAK PGRTAMA kepada --· -· -

OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED. 3HP.OFORTH 

AGEffTI' LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan • 

BNP t'ARI9AS Singapore Branch yang seluruhnya bl!ljumlah.......: 

USD 27,37 4,500 {dua pu/uh/uju/1 ju/a de/a pan mltJslujuii l)f)luh • 

f!mpat ribu JimR ratus Dollar Amenlie Serik&l} sebagian hlltang­

sol1esar U30 25,037,050 (dua pulah lima jula delapan putuh -

tuju/1 rlbu Jim11 pufuh Dollar.4mdtik<J Serlkat) nkan dtl'.tWV!?rsi -­

menjadi kepem!Ukan s<~h<~m PT. Sekar lalJt, Thfe deng~m--­

pcrllftung<tn seiH'lgaimana tabel pada lembttr berikut -----

Perhitung;,m Saham 

Total sah;;rn sebehun pelaksanaan rencana perdilmaian 

Modal S.liam Dlsetor : ---------------

75.600.000 lembar sallllm @ pa~Jalue Rp. 500,- = -

Rp 37 .BDD.OOO.OOO,· ; -·---------, 
Total ll'aham selelah pelaksanaan rencana perdamalan 

' 
690.740.500 lembar 5'ham @ pa~>alue Rp. 51l0.· = 
Rn. 3~5.370.25o.ooo.- ; -

2. Unlllk tmtang PIHAK P£RTAMA kep<H.1a PT. Bank Negara ~ 

Indonesia, Tbk. (Persero) qq KP2L~ Jakarta HI sebesar 

Rp. 54.308.:\SJJ .J2!:'·,~ {lime~ puluh empal m!lyar tiga rat us delapan -

jult~ tiga l;l\Us l!m<l pu!tth empal rlhu tiga ralus dna pulull Uma-

I ruplahl ................ . 

\ 
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rupiah) sclurulmya akan dikonversl mcnjadi kepeml!i1qm. sethilm __,_ 

dcngan pmhi\ungun penguranga.n lmnga sebesar 50% ---­

sebagairmm'i'l terr:;;~ntum dalc.m tabel diata!l ------~·~-· 

I. 0. PEMBIIYIIRAN OERTM~AP ----

Terhadap jullllah sisa hu!ang PI flAK PERTAMA kepada KREOITUR -

SINDIKI\SI yakni OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS WAITED, 

SHADFORTfli\GENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS--­

LIMITED, dan ONP PI\RIDAS SINGAPORE ORI\NCH sebesar USD 

2, 787,400 (dua jufa lujult ralu.s c!efapan {1UIU11 tujull ribu empaf ralus lima 

puJUh Dollnr Amerilm Serikal} ~tau 10% (sepuluh prosen: d~ri total~­

hulang PIIIAK rcnTIIMI\ kepada Kf\EOITUR SINDIKASI akan -----· 

dit><w;u· socara !Jelti1hflp, dengan perinrJan sebagaimanttlabe1 clibavnl1--

iui : -----------~--·---------..:......---------~---

.tumlnh Hutang Poko!( y;:ong difJ,tty«r bertahap = U3D 2.1~1 .450 

SY.ema PembaVill «II -----------------

Jt~ll~lkfl Waktuflinjflman : ·10 T(l\mn {2005 ~ 2015} -------

Gr<lce Period : 2 T<1hun -·--·-~--

Pemh;ty<uan nokok tlimulall<thun 2005 [1[1199'~ lalmn 2015 ----

Bunpa pinjamttn : 2 % per lah11n· -----·-----

JadWal pembayaran(>okok per 3 bulan 

Tan~1~1al pembaY'(Iran : -----·--------

• rembayarno dllakul<nn sellap 3 (Uga) buran sek~li. yaitu pada akhtr 

bulan Januari, 1\pril, Juli dan Okloiler yang dlmulai 31 Januari zoos 
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hingga 31 Oklobcr 2015 ;~--~ ---------

" /l.pabi1a tanggal pembilYaran jatuh pa-da h;:lri !ilwr perfnmkan -w--­
lmlonesla, ntt1!<..1 pcm!H<yaran dilakukan p~dasalu harl kNj3 ··--·-·-­

perbankatt berikUillya · -------"--------~-----, . 
• Tolal jumlAh pembayaran t'idalah 13 tatum r. 4: x USD 37,107 JJ1 = 

USD 2,731,150.00 ;--·----------------·---

• Peltma!lnn lerakhfr lrm~1gal 31 011ober 2015 : -------------·---

Pasal 7 

OMNISTI\R INVESTMENT HOLDINGS liMITED. $HI\(lfl)RTH /\GENTS -

LIMITED, MALVINA INVESTMHfTS LIMITED yang merup.akon KREDITUR ·-

31ND,KASI seiJagal f'JH/\K KEDUA hams meiepaskan seluruh jaminan ----

henma jamimm fiduda, lmk !anggungan d.an corponrle guarantee dan lain-13in . 
•. - . . .. . .. .. . . - ·--------

selelah dilakukan konversi tmlang mertjadl kepemil~an sa ham dan setetah --

-------...t.'-,7,LL~-----

Pasa! 3 

BNP PARlBAS SINGAPORE BRANCH sebagai Agen Sindlkasi sekflligus­

/mggota Sfndikasi mesklpun lidak hadlr dan lldak pulti mengirimkttn wak.ilny(t -­

tmfult hadlr dalam R~p<d Kretlilur. harus tunduk pada PERDAMA!AN inl -~­

dengan menglngat ketenluan pasal 2136 Undang Undang Nomor 37 Tahun -

2004 lentang f<epallitan dan Penundaan Kewajiban Pem!Jayaran Ufemg, -­

demikian pula halnya dengan PT. BANK NEGI\RA INDONESIA, lllk. --­

(Persero) qq KP2LN Jakarta Ill yang licJak h•dlr dalam Rapal Kreditur langgal 

1J September 2005 juga harus lunduk pada P£ROAMAIAN inl ; ----

Pasal 9 

9erkaltpn dengan pasal 3 di atas, maka PT. Bank N~ara tndonesia,)bk. -

(Persero), qq I<,P2LN Jakart;:. Hi harus melepaskan seluruh Jamllian berup8:-

11ak langgungan, personal guarantee dan corporate guarantee, setelah di!aktlkCin 

kcmversl hutang menjadi kepemilikan saham. demikian Pula halnya dengan BNP 

Paribas Singapore Branch harus melepaskan seluruh 1aminan berups hak -
.. 

tanggungan. fidusla dan Corporate Guarantee, selelah~dllakukan konversi --
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hutang menjadl kepemllikan sa 'ham d<ln selelnh pembayaf'3n bertahap _: ___ ~· 

diselesaikan · ----------------------------- -------, . . ·~ 

Pasal 10 

-~~~~!!it!!!!,!~""!!' a_t;!s seluruh:hu!ang-hulang ~ari,;('T_- ?EKAil LAliT. "7 

· it tksrAI1r!lili!IWmbetikan k.i>a$ PiUA!i ~~~ii'fAI../1 •t· . 
setelah kom•ersi flUtang menjttdf kepcmilikan s~harn telah se!esat dilakukcm oteh 

I'JHAK PERTAMA kermla PT. Bank Negara Indonesia. TI>k. (Persero). --­

sedangkan Surat Keter<~ng;nl Lunas boru dapat dibt:rtkan o!eh KRED!TUR -­

SINDIKASI kepada PIHAK I'ERTAMA apabllp PIHAK PERTAMA Jplah -

s:clesai rnembuyar sistl lmlang pokok (pas(!l 6.1Jl} : --~ 

Pasal I I 

-------

Ketenlw:m mengenai remberlan opsr meml:eli kem!J(tli {buy t:a<:k oplion) sr.h?>'P 

hanya dapal di!Jertakul<an l{('fJi:Hl<t PlliAK KEDUA beset! a anggt:~ta Gind!k;si­

yang lain yakni, ONP P!\.RlUAS SrNGAr>ORE 3R/\NCH dengan syaraf ctan­

kondisi s:ebagai berikul : -~-·--·~-~---~--~--·--~-~-------

Apabl!a pefaksilnaan {impJimentasi) reslmkturisasi utang yang berupa­

konversi tttang mrmjadf lu3pentilikii:n sah;:;m telilh dllaksanakan, maka para­

pemcga11g saham pendifi {founders) PT, SEI<AR lAUT, Thk. akcm --­

mengalt!mi dllusi y:<ng cukup besar, l<arenanya guna memberikt~n <Jpresia!Sf­

alas tipaya para pemeg;::wg sa !tam pendiri menfalankan dan------­

mengemhangkan persero{l:n selama leblh dari 30 (Ugo pufuh) lahun dan­

mernberlkan semangi.'lt bagi para pemegang saham un!uk tetep menekuni -­

usaha ini serta letap mempertahankan kepemirikan saha:m para pemegang­

sahmn nondili dl oerscrot~n. maka PIHAK KEDUA yi'lng lerdlri dari ----· 

OMNISTAR INVESTMENT HOLDING-'l UMITEO. 31li\OFORTH AGENT3 

UMtTED. MAlVINA INVESTMENTS LIMITED bescrta1u1ggt::la Sindlk(I'Si­

yang lilill yakni, 3NP PAHI!JAS SINGAPORE BRAt·lCH seluju unhlk ----­

mernherikan ops! mcmbeli kembal! 25 % (du<¥ puluh lima prost-n) dari --· 

selurull saham biaoa yang dilerhitkan untuk kepentingan Kreditur Sindikasi •• 

kepilda para pamegang salwm pendiri dengan harga Rp. 1.- (satu rupiah) 

' \ 
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per lcmbar saham Ui!lam j(tngka waklu i (satu) tahun : __ ...._._"'"":" __ 

rer~em<tn akan menyisihl1.an sejumlah 2:.% {dua puluh lima prosen) dari­

lutaljumlah haru yang dil\clumkan untuk Kcpen!inaan Kreditur Sindikasi -­

UnlUI\ selanjui~ dijua! kepada para pemegang saham pertdirt Kar13nanya -

pada saat pefaJanaan konversl sa ham yang akan diserahkan kepada -- \ 

maslng-masing Kredihlr .SindiiG:lSi akan DerKurang sccarn proporsiona\ :-

Alas pcnjuithtn sejumlah 25 % (dua puluh Uma prosen) Q;,;rltoiBI S;lhl'!m-

yttng dlt<ctuantan o!eh PT. SEKAR lAUT. Tbk., tml11k k~penling;;:~n Kri?'JiilJf 

Sini.lik<4si kcpMa mna f>tim~g::mg s~ham pli.'ndlli dan rmmajemen, maka --

jumlah s~ham yanil 3kan dilerim<J oleh Kreditur Sindikasl okan berk.ur(lng ~ 

sec;travroporsion111 : --.<·---·------------------
rasol 12 

Kelenfwm Pcswlup 

PERDAMAIAN beserttl Ltunpiran merupakan ringi\as<~n dati RENC:ANA 

PERD/\MI\lAN II PT. SEKI\ll t/\UT, Tbk .. tangg<~l 07 Septembe-r 2005 -

yang Ielah disetujUI oleh Kredltur yang hadir pada tang gal 13 September 2005 

dan ment!lk<tt bagi seluruh Kreditur dan jiki! ada perbedat'ln maka se!uruh ---­

helonluan <lalam RENCANA PERDAMAIAN II >dalah sah dan menglkal : -­

PIHA\< PERTI\MI\ akt~n mQmb<lyitr scluruh bi~ytt-biaytt y;,mg-limbul dar\ --­

pc!{lksao<tan PE.RDAM/\IAN dal<tm Penundaan Kewajib<~n Ptombayaran Utan9 

(PKPU) tli Pcnga-dllC~n Nitty;) pada r'engad!lt~n Negeri Surabaytt yang N.1 sarny<~:­

a~an Olletilpkan o1eh Pt!nWHliiC~n dan llarus <.libityr:r tunal dao sek.C~IiSlUS pada.­

uaol P~nDmm> menycrnhkan s~nnan PQO~Iapan maya Penguru~ rrpada ···--· 

PIHI\K PERT 1\MA ; -····--------:-·---------- -- · 

PIHAK PEHTAMA dim PlH/\K KEOUA telah S~llng SC?pakill un~·:··; ---­

menyah'tk~·~~~.PER.OAMAIAN lnl mula! ef~kllf unluk dllilk.s~nttk<tn sejr:~k hari dt~n • 
tangga1 penamlatangannya PERDAMAIAN dengan Udak. mengesampin9k<1n -· 

kctcnluan jadwal dan pclaksan<lan d(llam pas"iil-p(ts;:al til at as , 

Menimbang, balm« unluk rnempersingkat uraittn pulusan ini, rn<lk<t -­

segala sesualu yang lcrjarn rli p~rsldangan <ian (Iicata! datam Berna Acara ---· 

I Sidang ............ . 
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Sidang mcn1p~kan lmgian yang lidak terpisQhki:ln d:<~ri pulusan ini :., 

T[NTIING IIUKUM 

Mcnlmhang, hah\.'klnl,.ksud dan tvjut~n ~emollon PKPU adalah «par ---· 

kepadanya t1i berikan penund~;m kewajiban pembaYflr<~:n u!:<mg dengan cara -­

penjadwl!lon kemb~li (moresln•l<lutisasl) hu\ang-hu!angnya ; ------

Menimbang, biillwa Pemohou PKPU telah meng<~jukan rencan~ ~­

perdam(llaulertanggal f\gu~lus 2005 dan pertl(!m<lian hesJJrtn l<~mpiran w~--­

lC'.lmpiranny(l tcrsebut nmrtiPCik;m ringlms<~n fJt'rdam8iBn 11 PT. S!?k<tr l~t.1. TI~\( 

t<~nggal 7 :Jeplember 2005 yang isinya sebagalmaO;:~tersebut diatas : ---

Mcnimhang, lmllm bcrdasarkan lapor(ln ~lal~im Peng~was fil-il~.HJttl -·-w 
22 Se11lembcr 2005. hl'lhwa tmhadtl!} reocana perdamaian yana lel(lh di -­

adaltan mvisi dan di sampf:lliGHl kepada para l:redilur dan berdasarkan dnH~r -· 

lt(ldir krcditur <tda 3 tli}l'<~} l•red!tiJr ytmg hadlr di!ti 5 (limaJ t..re-dltur. denoan •• 

llfOSent;;sc 60% dan 5C'Iuruli kre:ditur yang httdir strtcarB <ik13m(lsi rn~nyelujui -

tentQ~ pt•rdamaian lersrlmt ; ---~-----------~---·--------·-----· 

Menfrnbang, bahwa ltarena rern:ana perdamalan felah dl setujui oleh ~ 

seJundl krcdi!ur yang Jtttdir p.ada rapat penn.mgutan suara lersebu!langgr<J -­

~~~ September 2005, maka rencana perd!lmaiM terscbut berubah menjadi ----­

r.erdamaian atau perjJnjit~n pcrdamaian, seiJagalmana h;;~lnya p!?r'j~njian ---

11erdarnaian tanaaal 21 SenlemiJer 2005 yang iefah di Ianda Iangan! oleh -­

pihak Oebilor Pemo!lon PKPU dan J (!lga) l<rcdil,ur sebagai pihak kedu<J : --

Menimbang. bah~ IJerdasarkan ketentmm pasflt 285 {1} Umfang -­

Undang No, 37 /lahun 201M lentang KepaiHtan dan Penundii<m Ke'h(ljihan -­

Pembay•r•n Ulang, bilamana lldak terdapal alas31>alasan seb•9•imana di ---­

maksud dalam pasal 2S5 (2) hurur a, b, c, d, maka perdamaian tersebt~ ---­

w«iib ell syahkan ; ----------------¥---~-----~---------~----~~~ 

Menimbang, ballwa sepanjang panclitian Majo!is H~kim, selelah --·-­

mendi:!ll!Jar, mempelaj;ni dan mengani'llisls ser.ar11 cem1at faponm Hakim~ 

Pengawas, Pengurus, Debitur Pemohon dan para Kredftur, Majelfs tfdak -

\ menenwkao adanya alasun-H!t~sa:n untuk menotak pcmgesahan perdamaian -
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sahagaimamt di milksud d<Jltmt pmm! 2:35 (2) Undang-Uoliang No. 37 I tahun -

2004 tenl;mg Kepalliti!n dan ri<PU, sehinmJ<:~ Majolis Hv\~lm vroj!b mcnyatal'.an 

sah renr.mm p¢rdamaimtlcrsebut ; -------------------------

Menimbang, bahwa karcna oerdamaian di syahkan, mak" llerd<3s~r'rvtn -· 

kelentuan pasal 23~ Undang-Undang No : 37 I tahun 2004 setelah putusan­

illi berkekutltan hokum telap bernkllirlah PKPU d~n Dengurus 'Ni1!1b -----­

menaummnkan peno<1kl1ir anini <In/am sural Kl!ah<~r hariiln sebaoalmt~na di -------
~ . - ~ 

maksud dalr:un Undang·Undang Kcpailijan dan PKf'U ini ; -------·-

Mcnimbang, bahw.a kanmil PKPU herok.hir_ dan p~ngaktlirtm PKPIJ lni­

nmsih a!,~n dl umt!ITll\an oleh rengunJs maka bcoya PE'rtgunJstrn dan lOll.H'ii§Hl-­

jasa PCilfJUr!JS belum !1<11}111 dl lcnlukan p;'ICIF pulus.an inl. d<m ak<in di lenlukan­

lte:mudfiHI dcngan bcrpcrlomtHJ pacta kt<lcm!w:w pas{! I ?J4 aya! 5 Undang ----· 

Undmzg No. 37 /20£H ; -·~-------------------------------· 

Memperhatikan kclenluan pasal 222 ayat ( l) ~2}. pasal 2fJ5 (If, 

lft!Sal lOG, 237 serta pas<ti·Pilsallain cta!am Undang-Uriclang No . '3! 12f.04 -

serta peraluran-peral:llH!H lain y;mg berkail(lfl dengifn peri'.ar« ini 

MEMUTUSKI\N 

M~nyafakan s<Jh perja1~it1n perd!Jmilinn t<mgga! 21 3eptt>mber 200:.. 

yang d1liUai dan di tallda f('ngani oieh PemQllon PKPU PT. SEKAR 

lAUT, Tbk. scbilgal pihak pertamZi dan p;::tra Kredltur sel1agai piMk ·---· 

kt'<tua · ----·----~~------~---------------·-··-----------------, 

Menghukum keduaiJelah pihak dan l<redilur lainnya untuk menlaali J.. __ 

pulusan lnl '; ------------------·-·------

Menyatakan bahwa Penundaan Kew<~iiban Pembayaran Utang {PKPU} -

fmrakhir, sclelllh penges<!han perdvmaianlni rnempunyai kekualan ---

hukum telap ; -------·--------------~-------.-----------

Membebanktm beRytl pengurusi'!n diHJ im!nr!owjas~ pengun1s di !E'!~pk;:rn 

kemudian : --~-------------------------------~---------

Oemik.lanlal! dl puluskan <.llilam rt?pit! pemlusyawttrat;m M<tjelis H{lkim ~---

Nf<tgfl pa<la Pengadilnn Ncgeri Suwbaya pada 11cri K A M 1 S. !angg!fl -----
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fUJ;J~f.~MD[,;R tO]~ y;tng terctl!i d~ri ' SUt~J\rtYO-t Sl t M. H, H:;:kim uon 

Kcluo Majolis, tl'L~.SllU~U))_W/IIIYUNI, Sll~ doll 1\MIR MllliQI. Sit M. IL 

lllil!>ing nm:>ing sebill,Jili 1\;'11\,irn Anggetfl. JiU\IIS.?ItY in! d1 ~~c ;:~pk<J n ~?.lrtnl ~i·1?f\? ·· · 

y<mg lmlml<a unhdt ummn Ji<ldtl harl S [ ttl~. !vngg;~l ··-----·--·------· 

26 SCI'lCMUER ZP_Q;i o!e!1 Majel!s I !atdm ta.rsP.bul di bantu oleh 

Pl:'rnuhon PKPU. l<Ha:><l pm., l~mrm ur d;~n P-:n~mus l::mp~ h;'lrHmy>t Y.t l('d~ •.:.. 1 

dml KrPtlilllf V. 

I 11\I<IM ANGGOIII. 

1. SUNi\RYO, SH. M. H. 

I'P.NI . ' 'A PENGGANTI. 

. .---? -~d--'-_-_-.. ~-=--~ --!)_'§,jJJ].IliJ ICIIWI\NU!}KO, Sll. 

Pmirtcirllt hitJY<J-biaya 

1\<hninis!.rnsi ... _ 

Mlll f!l fli llllhlSall 

Hr.tl>tltSi pUlliSi.Hl -··-. 

fJ~:ploil OOOU U'"H''"" H 

Pt?:llY\?1<:\h~n Stu'iil " 

Penymnnaian ll1'1H9Q!!<lll. 

J)tllt1Si111. pe!Hb(>!1{ilSfll\. en! 

Ar.1r:;; nu;,{!;::·t ~11. M1~1:~ 
-·--,Jill :··n 411113 G 9 11 

Rp. 

Ril 

Rp 

Rp 

R!>. 
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